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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi mencirikan perkembangan suatu kota 
di samping aktivitas lain yang ada. Salah satu indikasi dari dinamika perkembangan 
kota dapat dilihat dari kondisi perekonomian kota tersebut (urban economic). 
Secara umum, ciri perkembangan kota dapat ditentukan oleh kapasitas prasarana 
dan sarana yang ada di kota itu. Kondisi tersebut mengindikasikan prasarana dan 
sarana menjadi bagian yang sangat vital dalam perkembangan suatu kota. Kapasitas 
prasarana dan sarana perkotaan ini secara umum dapat dilihat dari jenisnya, daya 
tampung atau daya dukung dan sistem pengelolaannya serta kesesuaiannya dengan 
kondisi kota atau daerah baik secara fisik, sosial dan ekonomi.  
Prasarana atau infrastruktur adalah alat yang paling utama dalam kegiatan 
sosial dan kegiatan ekonomi atau dengan kata lain bahwa dalam meningkatkan 
perkembangan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi, prasarana merupakan hal 
yang penting. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar jika prasarana tidak 
baik. Jadi prasarana dapat dianggap sebagai faktor potensial dalam menentukan 
masa depan dari perkembangan suatu wilayah perkotaan dan pedesaan. 
Dinamika perekonomian suatu kota ditentukan oleh seberapa jauh efisiensi 
penggunaan ruang atau pola penggunaan ruang untuk aktivitas perekonomian di 
kota tersebut. Perkembangan perekonomian kota ini secara spesifik akan 
ditentukan oleh dinamika sistem perdagangan yang ada di kota itu dan juga di 
kawasan sekitarnya. Salah satu sarana perdagangan yang ada di kota adalah pasar, 
baik pasar tradisional maupun pasar modern. Keberadaan sarana perdagangan ini 
2 
berfungsi sebagai: salah satu sub sistem dari sistem pelayanan prasarana dan 
sarana kota; salah satu tempat kerja dan sumber pendapatan masyarakat; salah 
satu pusat retail dalam sistem perdagangan kota/daerah; dan salah satu sumber 
pendapatan asli daerah.1 
Aktivitas yang terjadi pada suatu pusat perdagangan secara umum dan 
pasar tradisional sebagai salah satu subsistem pusat perdagangan di suatu kota, 
merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengukur 
pertumbuhan dan dinamika ekonomi suatu kota. Intensitas dan ragam kegiatan 
yang terjadi di suatu pasar mencirikan bagaimana aktivitas perekonomian di suatu 
kota berjalan. Semakin tinggi aktivitas yang terjadi di pasar merupakan salah satu 
indikator semakin dinamisnya perputaran roda perekonomian kota. 
Dalam hal inilah Islam ikut terlibat dalam mengatur dimensi ekonomi 
meskipun tidak merinci secara detail, namun ontologi ekonomi Islam memiliki 
asumsi mendasar dalam garis besar ketentuan jual beli yang tidak boleh dilanggar. 
Pengabaian ataupun pelanggaran terhadap ketentuan dasar jual beli tersebut akan 
berimplikasi sangat luas terhadap pertumbuhan atau dinamika ekonomi secara 
lebih luas pada suatu daerah.  
Jual beli adalah suatu hal yang sangat penting dalam rangka melengkapi 
dan melancarkan kebutuhan hidup masyarakat. Walaupun jual beli terkadang 
menimbulkan dosa, tetapi juga dapat melanggengkan hubungan antara satu 
dengan lainnya melalui tukar menukar barang dan sebagainya. Oleh karena itu, 
jual beli merupakan sesuatu yang mutlak adanya dalam kehidupan manusia. 
Namun di dalam pelaksanaan jual beli itulah terdapat peluang untuk berbuat 
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Sumitro Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi-Dasar Teori Ekonomi 
Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994), h. 49.  
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maksiat, seperti penipuan, ketidak jujuran, kecurangan dalam menakar, dan 
sebagainya, termasuk di dalamnya kemungkinan timbulnya riba.  
Menurut Ghufron A. Mas’adi bahwa jual beli itu merupakan kebutuhan 
doruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa 
kegiatan jual beli, karena itu Islam telah menetapkan kebolehannya,2 sebagaimana 
yang ditegaskan Allah dalam QS al-Baqa>rah/2: 275. 
 ِب َكِلَذ ِّسَمْلا َنِم ُنَاطْيَّشلا ُُهطَّبَخَت َي يِذَّلا ُموُق َي اَمَك َّلاِإ َنوُموُق َي َلا َابِّرلا َنوُلُكَْأي َنيِذَّلاَا َّنَِّإ ْاوُلَاق ْمُهَّ َنأ  َابِّرلا ُلْثِم ُعْي َبْلا
 ِإ ُُهرَْمأَو َفَلَس اَم ُهَل َف َىَه َتنَاف ِهِّبَّر نِّم ٌَةظِعْوَم ُهءاَج نَمَف َابِّرلا َمَّرَحَو َعْي َبْلا ُهّللا َّلَحَأَو ُُ ا ََ ْْ َأ َكِِ َلْوَُأف ََ اَع ْنَمَو ِهّللا َلَى
﴿ َنوُدِلاَخ اَهيِف ْمُه ِراَّنلا٥٧٢﴾ 
Terjemahnya: 
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya.3 
Dalam kaitan itu pula Rasulullah saw. bersabda: 
كلام نع بىنعقلا )ةملسم نب للها دبع( انثدح  نع لاق: لاق  هنع للها ىضر رمع نع  سوأ نب كلام نع  ُ اهش نبا نع
لوسر ملسو هيلع للها ىلْ  ,ءاهو ءاه لاإ رمتلاب رمتلاو ,ءاهو ءاه لاإ ابر برلاب برلاو ,ءاهو ءاه لاإ ابر قرولاب بهذلا " :
.ءاهو ءاه لاإ ابر رعشلاب يرعشلاو4 
                                                          
2Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Edisi I (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2002), h. 120.  
3
Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, Al-Qur’an 
dan Terjemahannya (Madinah: Percetakan Al-Qur’an Raja Fadh, 1426 H), h. 69. 
4
Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’asy al-Sijistaniy, Sunan Abu Dawud, juz III (Suriah: Dar al-
Hadis, t.th.), h. 248. 
4 
Artinya;  
‘(Abu Daud berkata] Abdullah bin Masalamah al-Qa’nabiy telah 
menyampaikan hadis kepada kami dari Malik dari Ibn Syihab dari Malik bin 
‘Aus dari ‘Umar ra berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Menukar emas 
dengan perak (bisa terjadi) riba kecuali secara tunai”. 
Begitupula dalam hadis lain menyebutkan: 
 ْنَع  َةَعَاِفر  ِنْب  ِعِفَار  َيِضَر  ُللها  ُهْنَع  ََّنا  َِّبَّنلا يَّلَْ  ُللها  ِهْيَلَع  َمَّلَسَو  َلُِِس :  يَأ  ُلَضَْفا بَسَكْلا ؟  َلَاق : ُلَمَع 
 ِلُجَّرلا  ِهِدَِيب  ِّلَُكو   عْي َب   رْوُر ْ بَم (هاور رازبلا هََ ْو مكلحا)
5  
Artinya:  
Dari Rifa’ah putera Rafi’,ra. , ia berkata: “Bahwasanya Rasulullah SAW. 
pernah ditanya: “Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah)”? jawab 
beliau: “ Yaitu kerja seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan setiap jual 
beli itu baik”. 
Penegasan Allah dan sabda Nabi tersebut, tidak dimaksudkan bahwa jual beli 
itu tidak boleh dilakukan, akan tetapi justru dihalalkan oleh Allah. Namun dalam 
konteks penghalalan jual beli itu, Allah mengingatkan bahwa “jual beli halal, tetapi 
riba haram”. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam “perilaku jual beli” itu persoalan 
riba sangat sensitif. Artinya bahwa perbuatan riba sangat mudah timbul termasuk 
perlakuan seorang pedagang yang mengurangi takarannya dan mengurangi 
timbangannya dengan berbagai cara. Allah swt. dalam QS al-Isra>’/17: 35. 
﴿ ًلايِوَْأت ُنَسْحَأَو ٌر ْ يَخ َكِلَذ ِميِقَتْسُمْلا ِسَاطْسِقلِاب ْاُوِنزَو ْمُتْلِك اذِإ َلْيَكْلا اوُفَْوأَو٥٢﴾ 
Terjemahnya: 
Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan 
neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya. 
                                                          
5
Moh. Machfuddin Aladip, Bulughul Maram (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 381.  
5 
Seiring dengan itu, Rasulullah saw. juga bersabda: 
نع نبا سابع  ,لاق :ىنه لوسر للها ىلْ للها هيلع ملسو نع عيب ررغلا (هجرخا نبا هجام)6   
Artinya: 
Dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW telah melarang jual beli yang 
mengandung tipu daya. 
Perilaku seperti itu, kerap ditemukan dalam praktek jual beli di pasar 
tradisional. Walaupun jual beli itu adalah perbuatan halal yang telah ditetapkan oleh 
Allah, namun dalam prakteknya terkadang dilanggar oleh manusia karena 
ketergiuran oleh keuntungan yang dimotivasi oleh keinginan untuk cepat 
memperkaya diri tanpa memikirkan dampak sosialnya maupun dampak yuridisnya.  
Filosofi fungsi kekhalifahan yang disandang manusia idealnya 
menjadikan setiap aspek kehidupan yang dijalaninya sebagai amanah yang 
berorientasi kepada pencapaian ridha Allah swt. Termasuk di dalam aktivitas 
perdagangan atau jual beli yang menuntut kejujuran, keadilan, transparansi, 
akuntabilitas, dan etos kerja, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Allah swt. 
dalam QS al-Nisa>’/4: 58. 
 َّنِإ  ِلْدَعْلِاب ْاوُمُكَْتَ نَأ ِساَّنلا َْيْ َب مُتْمَكَح اَذِإَو اَهِلَْهأ َلَىِإ ِتَاناََملأا ْاو َؤُت نَأ ْمُُكرُمَْأي َهّللا ِِهب مُكُظَِعي اَّمِِعن َهّللا َّنِإ
﴿ ًايرِصَب ًاعي َِسَ َناَك َهّللا َّنِإ٢٥﴾ 
Terjemahnya:  
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
                                                          
6
Al-Hafid Abi Abdillah Muhammad Ibni Yazidal Kazwiny, Sunan Ibnu Majah, Juz II. (Mesir: 
Isa al-Baby al-Halaby, 275 H/207 M), h. 739.  
6 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 
Pada spektrum yang lain, konsep pembangunan ekonomi di Indonesia 
sebagaimana pada banyak negara berkembang lainnya menggunakan konsep 
pembangunan yang menekankan bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari 
pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh masyarakat. Menurut Kuncoro,7 dengan 
menganut konsep tersebut maka tujuan pembangunan lebih ditekankan pada 
pembangunan negara secara umum dan bukan peningkatan kesejahteraan yang 
merata antar individu. Konsep ini memandang kemajuan manusia sama dengan 
pertumbuhan dalam nilai pasar dari hasil produksi ekonomi dan menempatkan 
pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dan lingkungan di bawah sasaran itu. 
Penyesuaian struktural hanya memperhatikan struktur-struktur yang mendorong 
pertumbuhan dan hanya sedikit atau sama sekali mengabaikan struktur yang 
menentukan apakah pertumbuhannya akan adil, berkelanjutan atau inklusif.8  
Dengan ukuran keberhasilan pembangunan yang mengacu kepada 
pertumbuhan ekonomi, maka yang dilakukan kemudian adalah mengupayakan 
bagaimana caranya agar pertumbuhan ekonomi bisa tinggi, yaitu dengan lebih 
mengembangkan industri besar subtitusi impor dengan harapan terjadi efek 
menetes ke bawah (trickle down effect). Namun ternyata strategi pengembangan 
industri subtitusi impor seperti ini tidak membentuk struktur ekonomi yang 
mencerminkan kekuatan perekonomian yang sesungguhnya, karena sangat rentan 
terhadap guncangan-guncangan eksternal. Hal ini dikarenakan struktur ekonomi 
                                                          
7
Mudrajat Kuncoro, Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan (Yokyakarta: 
Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2000), h. 81.  
8
David C. Korten, Menuju Abad 21: Tindakan Suka Rela dan Agenda Global, (Terj.) (Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, 1993), h. 6, 91.  
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yang terbentuk tidak mengakar kepada masyarakat sehingga menyebabkan 
ketimpangan antar golongan, antar wilayah dan atau antar sektor. Sejalan dengan 
itu Korten mengemukakan: “Apabila pasar lokal tidak potensial, maka kegiatan 
industri berskala besar harus berorientasi ekspor. Tanpa membangun infrastruktur 
industri lokal dengan landasan yang kuat, seperti yang terjadi di Jepang, Korea 
Selatan danTaiwan, industri-industri tersebut akan sangat tergantung pada 
teknologi, peralatan, dan input impor”.9 
Di tengah laju perkembangan pasar-pasar modern dalam bentuk mall, 
minimarket, supermarket, bahkan dengan hadirnya hypermarket, namun pasar 
tradisional tampaknya tetap memiliki posisi strategis. Sekalipun di sebagian 
tempat, pasar tradisional cenderung kalah bersaing dengan pasar modern 
sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah serta menggambarkan kondisi pasar 
yang terpinggirkan, tapi di beberapa daerah lainnya, pasar tradisional justru 
menunjukkan kesemarakan dan geliat ekonomi yang menggembirakan. Sampai 
saat ini, pasar tradisional masih tetap eksis dan diperhitungkan oleh karena 
dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai lapisan sosial. 
Pasar tradisional memiliki beberapa fungsi penting yang tidak dapat 
digantikan begitu saja oleh pasar modern. Setidaknya, ada empat fungsi ekonomi 
yang sejauh ini dapat diperankan oleh pasar tradisional, yaitu: pertama, pasar 
tradisional merupakan tempat bagi masyarakat dari berbagai lapisan untuk 
memperoleh barang-barang kebutuhan harian dengan harga yang terjangkau dan 
lebih murah dibandingkan harga yang ditawarkan pasar modern. Dengan kata lain, 
pasar tradisional merupakan pilar penyangga ekonomi masyarakat kecil; kedua, 
                                                          
9
David C. Korten, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan (Terj.) (Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia, 1988), h. 95.  
8 
pasar tradisional merupakan tempat yang lebih bisa dimasuki oleh pelaku 
ekonomi lemah yang menempati posisi mayoritas dari segi kuantitas. 
Dibandingkan dengan pasar modern, pasar tradisional dapat diakses oleh sebagian 
besar pedagang terutama yang bermodal kecil; ketiga, pasar tradisional 
merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi yang 
ditarik dari para pedagang; keempat, akumulasi aktivitas jual beli di pasar 
tradisional merupakan faktor penting dalam penghitungan tingkat pertumbuhan 
ekonomi baik pada skala lokal, regional, maupun lokal.10 
Pasar tradisional dalam awal-awal keberadaannya memiliki peranan yang 
penting dalam perkembangan wilayah dan terbentuknya kota. Sebagai pusat 
aktivitas ekonomi masyarakat, pasar tradisional telah mendorong tumbuhnya 
pemukiman-pemukiman dan aktivitas sosial-ekonomi lainnya di sekitar pasar 
tersebut, dan pada tahap selanjutnya berkembang menjadi pusat pemerintahan. 
Jasa besar pasar tradisional (tentunya dengan pelaku-pelaku di dalam pasar 
tersebut), hampir tidak terbantahkan terutama jika kita lihat sejarah berdirinya 
hampir seluruh kota di Indonesia. 
Pasar tradisional sesungguhnya memiliki eksotisme yang luar biasa 
sehingga seharusnya dapat dilindungi oleh pemerintah. Pasar tradisional erat 
hubungannya dengan eksitensi kultural, dimana didalamnya tercermin wajah 
relasi sosial dan budaya. Komunikasi sosial-budaya dalam perekonomian pasar 
tradisional sangatlah khas, seperti tawar menawar dan hutang piutang yang tidak 
mungkin didapati pada pasar modern. Demikian pula, dengan keragamanan 
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komoditi dan produk yang bersumber kepada akar kultural yang kuat dan 
bersumber dari para perajin dan petani kecil yang memproduksi barang-barang 
dagangan berdasarkan tradisi lokal, tempat dimana pasar tradisional berada. 
Sebagai upaya untuk menjadikan pasar sebagai salah satu motor penggerak 
dinamika perkembangan perekonomian suatu kota, maka diperlukan adanya pasar 
yang dapat beroperasi secara optimal dan efisien serta dapat melayani kebutuhan 
masyarakat. Efisiensi dan optimasi pelayanan suatu pasar di antaranya dapat 
dilihat dari pola penyebaran sarana perdagangan, waktu pelayanan pasar, kondisi 
fisik pasar, jenis dan variasi barang yang diperdagangkan, dan sistem pengelolaan 
pasar (kelembagaan) pasar itu sendiri. 
Bagi daerah-daerah yang baru berkembang, khususnya wilayah yang 
merupakan daerah pemekaran baru seperti halnya Gorontalo, eksistensi pasar 
tidak dapat dipungkiri sangat memengaruhi tingkat kemajuan. Begitupula dengan 
keberadaan pasar tradisional di Gorontalo yang sampai saat ini masih ditemukan 
di wilayah kota. Berbeda dengan pasar tradisional secara umum yang dilokalisasi 
secara permanen dalam bentuk Pasar Sentral, pasar tradisional di Gorontalo 
memiliki keunikan tersendiri karena lokasinya berpindah-pindah berdasarkan 
nama hari. Jadi, ada Pasar Senin, Pasar Rabu, dan Pasar Sabtu. Keunikan inilah 
yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk meneliti lebih jauh 
eksistensi pasar tradisional tersebut dan signifikansinya terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Gorontalo dengan mengambil fokus pada salah satu dari ketiga pasar 
tradisional tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini kemudian merumuskan arah 
penelitian dengan judul “Peranan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pasar Sabtu di Kota Gorontalo). 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, untuk lebih 
menspesifikkan arah penelitian ini, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana peran strategis pasar tradisional dalam perkembangan ekonomi 
suatu daerah? 
2. Bagaimana eksistensi Pasar Sabtu dalam mendukung pertumbuhan 
ekonomi Kota Gorontalo? 
3. Bagaimana upaya pemerintah Kota Gorontalo untuk mempertahankan dan 
mengembangkan Pasar Sabtu? 
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
Untuk merumuskan definisi operasional dan ruang lingkup penelitian ini, 
terlebih dahulu akan diungkapkan pengertian beberapa istilah penting dari judul 
sebagai berikut: 
Pengertian “pasar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat 
pertemuan antara penjual dan pembeli, atau daerah, wilayah, area yang 
mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan 
membentuk harga, tempat penjual yang ingin menukarkan barang atau jasa 
dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.11 
Pasar dalam bahasa Arab disebut sawqun-aswa>q yang berarti pasar (tempat), 
dalam bahasa Inggris disebut market yang berarti tempat menjual dan membeli.12  
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Mengutip William J. Stanton, Mahendra Wijaya mengemukakan 
pengertian pasar yang lebih luas, yaitu bahwa pasar merupakan orang-orang yang 
mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk 
membelanjakannya. Jadi, dalam pengertian tersebut terdapat faktor-faktor yang 
menunjang terjadinya pasar, yakni: 1) keinginan; 2) daya beli; dan 3) tingkah laku 
dalam pembelian.13 
Secara terminologi, pasar adalah tempat pembeli dan penjual bertemu 
untuk membeli dan menjual sumberdaya, barang dan jasa. Pada waktu yang silam, 
pasar diartikan menurut lokasi geografisnya, tetapi pada waktu sekarang ini pasar 
tidak mempunyai batas-batas geografis, karena komunikasi modern yang 
memungkinkan pembeli dan penjual bertemu tanpa pernah melihat wajah yang 
satu dengan yang lain.14 
Pasar tradisonal adalah tempat berjualan yang tradisional (turun temurun), 
tempat bertemunya penjual dan pembeli dimana barang-barang yang diperjual 
belikan tergantung kepada permintaan pembeli (konsumen), harga yang 
ditetapkan merupakan harga yang disepakati melalui sutau proses tawar menawar, 
pedagang selaku produsen menawarkan harga sedikit di atas harga standar. Pada 
umumnya pasar tradisional merupakan tempat penjualan bahan-bahan kebutuhan 
pokok (sembako). Biasanya pasar tradisional beraktifitas dalam batas-batas waktu 
tertentu, seperti pasar pagi, pasar sore, pasar pekan dan lain sebagainya. Pasar 
tradisional biasanya dikelola oleh pemerintah maupun swasta, fasilitas yang 
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tersedia biasanya merupakan bangsal-bangsal, loods, gudang, toko-toko, stand-
stand/kios-kios, toilet umum padasekitar pasar tradisional. Pada pasar tradisional 
proses jual beli terjadi secara manusiawi dan komunikasi dengan nilai-nilai 
kekeluargaan yang tinggi.15 Beberapa pengertian lain tentang pasar adalah: 1) 
pasar adalah bertemunya produsen dan konsumen untuk mengadakan transaksi;16 
2) a group of firms and individuals that are in touch with each other to buy or sell 
some good.17 
Adapun pasar tradisional menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 
2007 adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 
termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los 
dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya 
masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan 
proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.18 
Pasar Sabtu merupakan salah satu dari beberapa pasar tradisional yang ada 
di Gorontalo selain pasar tradisional permanen yang terpusat di kota (Pasar Sentral) 
terdapat juga pasar tradisional lain yang namanya berdasarkan nama-nama hari 
sesuai waktu pasar itu beriperasi, misalnya Pasar Minggu, Pasar Jumat, Pasar Rabu, 
namun tidak ada Pasar Selasa dan Kamis. Pasar ini terletak di kelurahan Liluwo 
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Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Lokasi pasar ini cukup strategis karena 
berada pada pertemuan dua jalan (jalan Madura dan jalan Manado) serta 
berdampingan dengan kantor kelurahan dan kantor Polsek Paguyaman.  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari 
sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. 
Sumber PAD antara lain terdiri dari: pajak, retribusi, hasil perusahaan milik 
daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.19 
Berdasarkan pengertian tersebut maka secara operasional penelitian ini 
merupakan analisa terhadap eksistensi pasar tradisional di tengah kemajuan 
berbagai bentuk pasar modern dan peran pemerintah dalam mempertahankan 
keberadaanya sebagai salah satu sumber penting bagi pemasukan pendapatan 
daerah. Tidak hanya pada aspek retribusi/pajak yang dapat ditarik dari pasar 
tersebut, melainkan juga bagaimana pengaruhnya terhadap dinamika dan geliat 
perekonomian daerah-daerah yang sedang berkembang. Ruang lingkup penelitian 
ini selanjutnya difokuskan pada keberadaan Pasar Sabtu sebagai salah satu pasar 
tradisional di Kota Gorontalo dan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) kota Gorontalo. 
D. Tujuan dan Kegunaan 
Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penulisan 
skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai peran strategis pasar 
tradisional dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. 
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2. Untuk mengetahui eksistensi Pasar Sabtu dalam mendukung 
perkembangan ekonomi Kota Gorontalo. 
3. Untuk mengetahui tingkat kemajuan pendapatan daerah Kota Gorontalo 
dengan adanya Pasar Sabtu. 
Adapun kegunaannya yaitu: 
1. Bagi penulis, secara teoritis akan menambah wawasan penulis, 
menerapkan, dan mengembangkan seluruh teori ilmu yang telah 
diperoleh semasa perkuliahan dan mendapatkan pengalaman, 
pengetahuan, dan keterampilan yang aplikatif khususnya tentang 
eksistensi pasar tradisional terhadap peningkatan pendapatan daerah 
maupun terhadap dinamika ekonomi suatu daerah secara umum. 
2. Bagi pihak pemerintah daerah Gorontalo, secara teoritis menjadi bahan 
pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan mengenai upaya-
upaya yang perlu dikembangkan dalam menjaga eksistensi pasar 
tradisional dan upaya maksimalisasi peran pasar tradisional dalam 
menambah pendapatan daerah. 
3. Bagi pihak lain, secara praktis diharapkan bermanfaat dalam 
mensosialisasikan pengetahuan tentang konsep ekonomi dan pasar 
sehingga hal ini dapat mempengaruhi kemajuan pasar tradisional dan 
peningkatan pendapatan suatu daerah. Pada sisi lain tentunya penelitian 
ini merupakan sumber referensi dan rujukan pemikiran bagi kalangan 
akademisi dan praktisi di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang 
akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang lain. 
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E. Kerangka Isi Penelitian (Outline) 
Penelitian ini diawali dengan bab pendahuluan yang memuat latar 
belakang masalah sebagai gambaran awal peneliti tentang kondisi riil Pasar Sabtu 
di Kota Gorontalo yang kemudian dirumuskan dalam beberapa masalah. 
Selanjutnya dijelaskan pula definisi operasional dan ruang lingkup penelitian yang 
menegaskan arah penelitian ini. Kemudian adalah tinjauan pustaka yang 
menggambarkan studi terdahulu yang terkait dengan penelitian pasar tradisional 
dan upaya peningkatan pendapatan daerah. Bab pendahuluan ini juga 
mencantumkan tujuan dan kegunaan penelitian secara praktis, akademis, dan 
teoretis. Bab ini diakhiri dengan uraian kerangka isi penelitian sebagai deskripsi 
dari out line penelitian. 
Setelah uraian bab pendahuluan, penelitian ini dilanjutkan dengan bab 
kedua yang mengulas kajian teori antara lain tentang eksistensi pasar tradisional 
dan perbandingannya dengan pasar modern, kemudian dilanjutkan dengan analisis 
perkembangan ekonomi daerah, dan ditutup dengan uraian kerangka pikir. 
Pada bab selanjutnya adalah uraian metode penelitian yang penulis 
gunakan. Metode penelitian ini mencakup jenis dan pendekatan, sumber dan 
metode pengumpulan data, serta metode yang digunakan dalam pengolahan dan 
analisis data. 
Selanjutnya adalah bab keempat yang merupakan bab uraian hasil 
penelitian. Pada bagian ini diawali dengan gambaran umum lokasi penelitian, 
eksistensi Pasar Sabtu dalam mendukung ekonomi Kota Gorontalo, dan diakhir 
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dengan temuan tentang peranan pemerintah daerah terhadap keberadaan Pasar 
Sabtu di Kota Gorontalo. 
Terakhir adalah bab penutup yang berisi kesimpulan terhadap uraian bab-
bab sebelumnya dan saran yang penulis rekomendasikan terhadap beberapa pihak 
yang terkait.  
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BAB II 
TINJAUAN KEPUSTAKAAN 
 
A. Penelitian Terdahulu 
Penelitian tentang eksistensi pasar tradisional telah dilakukan oleh 
sejumlah pakar ekonomi maupun dalam rangka penyelesaian studi kesarjanaan 
di bidang ekonomi sebagai yang juga dilakukan oleh peneliti saat ini. Terkait 
dengan kontribusi pasar secara umum terhadap kemajuan ekonomi suatu 
wilayah, berbagai buku dan artikel telah menawarkan gagasan-gagasan penting 
dalam wacana ekonomi pembangunan. Sebab tidak dapat dipungkiri besarnya 
peran strategis keberadaan pasar dalam proses pertumbuhan ekonomi suatu 
wilayah.  
Beberapa tulisan atau buku yang mendeskripsikan tentang pasar 
tradisional dan peranannya terhadap peningkatan pendapatan daerah antara lain 
buku karya Herman Malano yang berjudul Selamatkan Pasar Tradisional. Buku 
ini mendeskripsikan secara khusus tentang kebutuhan suatu daerah terhadap 
pasar, ancaman-ancaman terhadap keberlangsungan pasar, dan manajemen 
pengelolaan pasar. Herman menegaskan bahwa pasar dalam pengertian teori 
ekonomi adalah suatu situasi dimana pembeli (konsumen) dan penjual (produsen 
dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata 
sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kuantitas 
tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual, 
mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli 
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mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan 
kebutuhannya sedangkan penjual mendapatkan imbalan pendapatan untuk 
selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi 
produksi atau pedagang.1 
Agar transakasi berjalan lancar dan kedua belah pihak mencapai 
tujuannya, masing-masing pihak akan selalu berusaha mencari informasi yang 
akurat dan aktual tentang berbagai hal. Pembeli berusaha mendapatkan 
informasi tentang barang apa saja yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya, 
berapa jumlah yang tersedia, bagaimana kualitasnya dan dimana barang tersebut 
tersedia. Sedangkan penjual di pihak lain, juga mencari informasi tentang barang 
apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen, kapan dibutuhkan, berapa banyak 
yang dibutuhkan, kualitas bagaimana yang dibutuhkan dan dimana konsumen 
merasa senang untuk mendapatkannya.2 
Selanjutnya Herman juga menguraikan beberapa hal mendasar yang 
membedakan antara pasar tradisional dengan pasar modern. Uraian perbedaan 
tersebut diasumsikan pada perspektif kelayakan tempat transaksi kedua model 
pasar tersebut dalam sudut pandang penjual dan pembeli. Menurutnya, 
kelayakan tempat transaksi adalah sangat penting dan menjadi pertimbangan 
utama kedua belah pihak. Akan tetapi, “layak” dalam hal ini adalah menjadi 
relatif jika dihubungkan dengan kemampuan dan kondisi hidup yang dihadapi 
terutama oleh konsumen. “Layak” bagi golongan penduduk yang berpenghasilan 
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tinggi akan berbeda dengan “layak” bagi golongan penduduk yang 
berpenghasilan rendah. Konsumen yang berpendapatan tinggi dan menengah 
atas akan lebih menyukai tempat transaksi atau pasar yang lebih mewah, aman, 
luas, bersih, barang tertata rapi disertai dengan petunjuk yang jelas, ada 
pelayanan yang profesional, menyediakan semua yang dibutuhkan dan 
mekanisme pembayaran yang canggih (bisa non-cash). Tempat ini biasanya 
disebut dengan “pasar modern”. Golongan penduduk, terutama para perempuan 
profesional, yang dalam kehidupan sehari-hari sangat sibuk melakukan 
aktivitasnya, juga lebih menyukai berbelanja di pasar modern yang berlokasi di 
tempat yang terdekat dengan lokasi aktivitasnya.3 
Sebaliknya, bagi golongan penduduk yang berpendapatan rendah dan 
menengah bawah umumnya lebih menyukai melakukan transaksi atau berbelanja 
ditempat yang lebih ramai, banyak tersedia pilihan barang kebutuhan, bisa 
ditawar karena penjual dan pembeli bertemu secara langsung, harga terjangkau, 
pembayaran dengan cash, tersedia fasilitas angkutan umum, tempat ini umum 
disebut dengan “pasar tradisional”.4 
Tulisan lain yang juga menyinggung keberadaan pasar tradisional 
misalnya ditemukan pada buku Ekonomika Indonesia, Dinamika Lingkungan 
Bisnis di Tengah Krisis Global yang ditulis oleh Mudrajad Kuncoro. 
Menurutnya, pasar tradisional termasuk bagian dari jenis ritel tradisional, 
termasuk di dalamnya juga warung kecil pinggir jalan. Sedangkan yang 
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tergolong ritel modern diwakili oleh Carrefour, Ramayana, Indomart, Alfamart, 
dan sebagainya. Lebih lanjut Mudrajad mengungkapkan bahwa ritel tradisional 
di Indonesia memiliki nilai strategis yang tinggi. Melalui retribusi yang dipungut 
dari banyaknya ritel tradisional, pasar jenis ini termasuk sebagai penyumbang 
terbesar bagi pendapatan suatu daerah oleh karena ritel jenis ini dapat berlokasi 
di mana saja yang dinilai strategis tanpa harus mengambil ruang yang luas. Di 
samping harga yang murah, kelebihan pasar tradisional dibandingkan dengan 
pasar modern menurut Mudrajad adalah karena adanya proses tawar menawar, 
barang yang masih segar, serta terjangkau oleh semua kalangan.5 Jadi perbedaan 
mendasar antara pasar tradisional dengan pasar modern adalah dari cara 
transaksinya. Pada pasar tradisional masih dilakukan tawar-menawar, sedangkan 
pasar modern tidak bisa dilakukan tawar menawar.6 
 Jika melihat konsep pasar dalam tinjauan Islam, salah satu karya tulis 
yang dapat menjadi rujukan misalnya buku yang ditulis oleh Ghufron A. Masadi 
yang berjudul Fiqh Muamalah Kontekstual. Menurutnya, praktek pasar dalam 
Islam dikenal secara bahasa dengan istilah al-bai’ (menjual) yang berarti 
mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Istilah ini merupakan sebuah nama 
yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni al-syira’ (membeli). 
Oleh karena itu al-bai’ sering diterjemahkan dengan jual beli.7 Sebab, jual beli 
merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Artinya, manusia tidak 
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dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehan 
sebagaimana dinyatakan dalam QS al-Baqarah/2: 275. 
 يِذَّلا ُموُق َي اَمَك َّلاِإ َنوُموُق َي َلا َابِّرلا َنوُلُكَْأي َنيِذَّلا ُعْي َبْلا َا َّنَِّإ ْاوُلَاق ْمُهَّ نَأِب َكِلَذ ِّسَمْلا َنِم ُنَاطْي َّشلا ُهُطَّبَخَت َي
 َلَس اَم ُهَل َف َىَه َتناَف ِهِّبَّر ن ِّم ٌةَظِعْوَم ُهءاَج نَمَف َابِّرلا َمَّرَحَو َعْي َبْلا ُهّللا َّلَحَأَو َابِّرلا ُلْثِم ََ اَع ْنَمَو ِهّللا ََ ِإ ُهُرَْمأَو َف
 َف﴿ َنوُدِلاَخ اَهيِف ْمُه ِراَّنلا ُباَحْصَأ َكِئ َلْوُأ٥٧٢﴾ 
Terjemahnya: 
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan 
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 
terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu 
adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.8 
 Terkait dengan itu, Rasulullah saw. bersabda: 
 :معص للها لوسر لاق :لاق امهنع للها يضر ةشعاع نع ُنْب ُناَوْرَم اَن َث َّدَح .ْىِقْشَم ِّدلا ُدِْيلَوْلا ُنْب ُساَّبَعلا انثدح
 ْنَع ،ِّنَِدَ
لما ٍحِلاَص ِنْب ََ ُواََ  ْنَع ٍد َّمَُمُ ُنْب ِزِْيزَعْلا ُدْبَع اَن َث َّدَح .ٍد َّمَُمُ :ُلْوُق َي ِِّيرُْدلخْا ٍدْيِعَس َاَبأ ُتْع َِسَ :َلَاق ،ِهِْيَبأ
.ٍضَار َت ْنَع ُعْي َيْلاَا َّنَِّإ :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ُلْوُسَر َلَاق .)هجام نباو نابخ نبإ هاور( 
Artinya: 
Diberitakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqiy 
mewartakan kepada kami Abd. Aziz bin Muhammad dari Daud bin Shalih 
al-Madaniy dari ayahnya dia berkata: Aku mendengar Abu Said al-Khudriy 
berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus atas 
dasar sukarela (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)”.9 
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Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, Al-Qur’an 
dan Terjemahannya (Madinah: Percetakan Al-Qur’an Raja Fadh, 1426 H), h. 69.  
9
Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah, Juz I (Beirut: Dar al-
Kitab, 1983), h. 687.  
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Meskipun ulama pada umumnya berpandangan bahwa yang dimaksud pada 
ayat itu adalah terjadi di hari kemudian nanti, yakni pelaku riba akan dibangkitkan 
dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang harus dituju, namun 
menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah-nya, tidak tertutup 
kemungkinan memahaminya dalam konteks kehidupan sekarang atau kehidupan 
dunia. Mereka yang melakukan praktik riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak 
tentram, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, disebabkan karena 
pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya.10 
 Di samping bentuk riba yang populer (riba al-nasi>’ah), Nabi saw. jangan 
melarang bentuk lain dari riba, yaitu riba al-Fad}l, yakni menukar jenis barang 
yang sama, tetapi dengan kadar yang berbeda. Hal ini ditegaskan oleh Nabi saw. 
dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan Muslim melalui oleh Abu Bakr bin 
Abi Syaibah. 
 ُدِقاَّنلا وٌرْمَعَو َةَبْيَش بَِأ ُنْب ِرْكَب ُوَبأ اَن َث َّدَح  َلاَقَو َانَر َبْخَأ ُقَحْسِإ َلاَق َةَبْيَش بَِأ ِنْبِلا ُظْفَّللاَو َميِهَار ْبِإ ُنْب ُقَحْسِإَو
 ْنَع ِثَعْشَْلْا بَِأ ْنَع ََةبَلَِق بَِأ ْنَع ِءا َّذَْلْا ٍدِلاَخ ْنَع ُناَيْفُس اَن َث َّدَح ٌعيَِكو اَن َث َّدَح ِنَارَخْلْا  َلاَق ِتِما َّصلا ِنْب َةََ اَبُع 
 ِّر ُبْلِاب ُّر ُبْلاَو ِة َّضِفْلِاب ُة َّضِفْلاَو ِبَه َّذلِاب ُبَه َّذلا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلاَق  ِرْمَّتلِاب ُرْمَّتلاَو ِيرِع َّشلِاب ُيرِع َّشلاَو
 ْنَمَف ٍدَِيب ا ادَي ٍءاَوَسِب اءاَوَس ٍلِْثبِ الَْثِم ِحْلِمْلِاب ُحْلِمْلاَو .ٌءاَوَس ِهيِف ىِطْعُمْلاَو ُذِخلْا َبََْرأ ْدَق َف ََ َاز َتْسا ِوَأ ََ َاز 
11 
Artinya: 
Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual 
dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, 
kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah 
                                                          
10
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, vol. 1 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 588.  
11
Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz VIII (Cet. I; Beirut: Dar 
al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hadis no. 2970, h. 259.  
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(takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). 
Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat 
riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang 
memberinya sama-sama berada dalam dosa. 
 Meskipun Alquran tidak menguraikan secara rinci hakikat riba, namun yang 
jelas bahwa adanya unsur penipuan, pembohongan, pertukaran barang yang 
menzalimi salah satu pihak merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. 
Dalam kaitannya dengan penelitian ini, praktek jual beli yang terjadi di pasar 
tradisional sangat berpotensi terjadinya dua bentuk riba yang dimaksud. Praktek 
riba tentunya dapat mempengaruhi atmosfir jual beli di pasar serta citra yang buruk 
terhadap pasar tradisional. Implikasi lebih luasnya adalah rendahnya keinginan 
konsumen untuk membeli di pasar tradisional dan lebih memilih datang ke pasar 
modern yang telah jelas harganya. Hal tersebut tentunya berimplikasi pula pada 
eksistensi pasar tradisional yang saat ini sudah mulai kalah bersaing dengan ritel-
ritel modern yang mulai menjamur di berbagai wilayah. 
Terkait dengan perihal pendapatan daerah, salah satu buku rujukan 
penelitian ini adalah yang ditulis oleh HAW. Widjaja yang berjudul 
Penyelenggaraan Otonomi di Daerah. Dengan mengacu pada Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 79, Widjaja menyebutkan adanya empat sumber 
pendapatan asli daerah terdiri dari: 1) hasil pajak daerah; 2) hasil retribusi 
daerah; 3) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah 
yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.12 
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HAW. Widjaja, loc. cit; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
Pasal 78; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Pasal 15.  
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 Begitupula dengan buku Ekonomika Otonomi Daerah yang ditulis oleh 
Rudy Badrudin. Beberapa hal penting dalam buku ini antara lain terkait dengan 
teori ekonomi publik dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
Buku ini juga menguraikan sumber pendapatan daerah yang dikelompokkan atas 
pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang 
sah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Sedangkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan Anggaran Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.13 
 Pendapatan asli daerah pada kelompok pendapatan daerah merupakan 
jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah 
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.14 
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 Adapun retribusi daerah pada kelompok pendapatan asli daerah meliputi 
retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pasar 
tradisional termasuk ke dalam jenis retribusi jasa umum, yaitu layanan yang 
disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.15 
 Selain beberapa rujukan penting tersebut, penelitian ini juga mengacu 
pada dua landasan hukum pasar yaitu: 
a. Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007, pasar adalah area tempat 
jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut 
sebagai pusat perbelanjaan pasar tradisional, pertokoan, mall plasa, pusat 
perdagangan, maupun sebutan lainnya.  
b. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53/M-Dag/Per/12/2008, pasar 
tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, 
pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik 
daerah termasuk kerjasama antara swasta dengan tempat usaha berupa toko, 
kios, los, tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, 
swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil 
dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 
B. Perbandingan antara Pasar Tradisional dengan Pasar Modern 
Industri retail adalah industri yang sangat strategis di Indonesia. Industri 
retail ini merupakan industri kedua terbesar yang mampu menyerap tenaga kerja 
setelah industri pertanian. Sebagai mana diketahui dalam industri manapun pasti 
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akan temui persaingan di dalamnya, tidak terkecuali industri retail di Indonesia. 
Persaingan industri retail membelah industri ini menjadi dua blok besar, yang 
pertama blok retail tradisional yang secara langsung diwakili oleh pedagang 
pasar tradisional serta warung-warung kecil di pinggir jalan dan yang kedua 
adalah blok retail modern yang diwakili oleh Indomart, Alfamart, Ramayana, 
Carrefour dan lain sebagainya.  
Persaingan industri retail ini memang bukan hal yang baru, persaingan 
tersebut telah dimulai sejak tahun 1990-an. Kegagalan pasar adalah situasi 
ketika pasar tidak mampu secara efektif mengorganisasikan produksi atau 
mengalokasikan barang dan jasa kepada konsumen. Situasi seperti ini dapat 
tercipta ketika kekuatan pasar telah kehilangan kemampuannya dalam 
memenuhi kepentingan-kepentingan publik. Kegagalan pasar atau market failure 
adalah istilah dalam konteks ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan 
kehancuran ekonomi atau hubungan pasar. Kegagalan pasar adalah klaim yang 
menyatakan bahwa pasar tidak mampu menciptakan efisiensi secara maksimal. 
Kegagalan pasar bukan berarti merupakan kehancuran atau terhentinya pasar.  
Di Indonesia, pasar modern memiliki nilai yang sangat strategis 
mengingat pasar tradisional di Indonesia termasuk yang paling sering di 
kunjungi pelanggannya, tercatat sebanyak 25 kali perbulan, angka ini temasuk 
angka yang besar dibandingkan dengan India dan Srilangka yang hanya 11 kali 
per bulannya dikunjungi oleh pengunjung dan Filipina hanya 14 kali perbulan. 
Hal ini mengindikasikan bahwa dinamika ekonomi Indonesia adalah dinamika 
ekonomi yang secara dominan dimainkan oleh para pelaku ekonomi di tingkat 
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grass root. Potensi ini seharusnya lebih dapat dikembangkan lagi agar kemudian 
perdagangan dalam negeri di Indonesialebih kuat dan lebih efisien dalam rangka 
penguatan ekonomi masyarakat kecil.16  
Citra pasar tradisional yang kurang baik itu haruslah mendapat penangan 
yang serius dari pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak. 
Pembenahan pasar tradisonal untuk menjadi tempat perbelanjaan yang nyaman 
dan menarik dan bercitra positif adalah suatu tantangan yang cukup berat yang 
harus diupayakan pemerintah sebagai rasa tanggung jawab kepada publik. 
Keberadaan pasar tradisional juga harus mendapatkan perhatian yang lebih serius 
dari pemerintah mengingat pasar tradisional atau usaha kecil terbukti tidak rentan 
terhadap effek krisis multi dimensional yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. 
Pemerintah juga harus mendorong pasar tradisional untuk melakukan perubahan 
pelayanan layaknya pasar modern yang harus dikembangkan oleh pasar 
tradisional agar tidak tersingkir dalam perebutan konsumen. 
1. Pengertian Pasar Tradisional dan Pasar Modern 
Pasar dalam arti sempit adalah tempat dimana permintaan dan penawaran 
bertemu, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar tradisional. Sedangkan 
dalam arti luas adalah proses transaksi antara permintaan dan penawaran, dalam 
hal ini lebih condong ke arah pasar modern. Permintaan dan penawaran dapat 
berupa barang atau jasa. Sedangkan secara umum pasar merupakan tempat 
pertemuan antara penjual dan pembeli.17  
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a. Pasar tradisional; merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta 
ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan 
biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios 
atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu 
pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-
bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian 
barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-
kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di 
Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar 
memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Pasar tradisional di seluruh 
Indonesia terus mencoba bertahan menghadapi serangan dari pasar modern. 
b. Pasar modern; tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis 
ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan 
pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada 
dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau 
dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual selain bahan makanan 
makanan seperti: buah, sayuran, daging, sebagian besar barang lainnya yang 
dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern 
adalah pasar swalayan dan hypermarket, supermarket, dan minimarket. 
Pasar modern bermula dari Supermarket dan Department Store. Sejalan 
dengan perkembangan kebutuhan dan pola hidup masyarakat yang semakin 
menginginkan kenyamanan belanja, kepastian harga, dan keanekaragaman 
barang kebutuhan dalam satu toko, pelanggan menuntut pengusaha ritel dan toko 
untuk meningkatkan baik secara pengelolaan, penampilan toko, maupun cara 
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pelayanan. Oleh karena itu, belakangan dikenal ritel modern dengan cara 
pengelolaan secara profesional untuk jaringan toko mencakup department store 
dan supermarket.18  
Departement store dan supermarket dapat diklasifikasikan menurut skala 
usahanya, seperti luas lantai, besar omzet, dan jaringannya. Luas minimal untuk 
departement store maupun supermarket adalah 600 m² per satu outlet atau 
merupakan chainstore dengan luas total yang sama. Angka itu berdasarkan 
perhitungan rata-rata luas lantai departement store dan supermarket yang ada 
yang dikaitkan dengan fasilitas/sarana yang tersedia. Luas lantai untuk 
departement store umumnya minimal 5.000 m² sedangkan supermarket sekitar 
1.200 m². Namun demikian di Indonesia batasan itu tidak selalu berlaku, seperti 
misalnya Matahari yang beberapa outletnya mempunyai luas kurang dari 5.000 
m². Fasilitas atau sarana yang disediakan minimal tersedia AC sehingga 
konsumen mendapatkan kenyamanan berbelanja dan berlaku pola belanja 
swalayan. Konsep berbelanja dengan nyaman merupakan faktor utama yang 
ditawarkan pasar modern saat ini.19 
2. Karakteristik Pasar Tradisional dan Pasar Modern 
a. Karakteristik Pasar Tradisional 
1. Dikelola pemerintah 
2. Kumuh, becek, dan padat 
3. Segmentasi menengah bawah 
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4. Menjual eceran 
5. Pengunjung didominasi perempuan (ibu rumah tangga, pedagang 
keliling).20 
Namun demikian, pasar tradisional ternyata masih mampu untuk bertahan 
dan bersaing di tengah serbuan pasar modern dalam berbagai bentuknya. 
Kenyataan ini dipengaruhi oleh beberapa sebab:  
1. Karakter/budaya konsumen 
Meskipun informasi tentang gaya hidup modern dengan mudah 
diperoleh, tetapi tampaknya masyarakat masih memiliki budaya untuk 
tetap berkunjung dan berbelanja ke pasar tradisional. Terdapat perbedaan 
yang sangat mendasar antara pasar tradisional dan pasar modern. 
Perbedaan itulah adalah di pasar tradisional masih terjadi proses tawar-
menawar harga, sedangkan di pasar modern harga sudah pasti ditandai 
dengan label harga. Dalam proses tawar-menawar terjalin kedekatan 
personal dan emosional antara penjual dan pembeli yang tidak mungkin 
didapatkan ketika berbelanja di pasar modern.  
2. Revitalisasi pasar tradisional 
Pemerintah seharusnya serius dalam menata dan mempertahankan 
eksistensi pasar tradisional. Pemerintah menyadari bahwa keberadaan 
pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi masih sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat luas. Perhatian pemerintah tersebut 
dibuktikan dengan melakukan revitalisasi pasar tradisional di berbagai 
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tempat. Target yang dipasang sangat sederhana dan menyentuh hal yang 
sangat mendasar. Selama ini pasar tradisional selalu identik dengan 
tempat belanja yang kumuh, becek serta bau, dan karenanya hanya 
didatangi oleh kelompok masyarakat kelas bawah. Gambaran pasar 
seperti itu harus diubah menjadi tempat yang bersih dan nyaman bagi 
pengunjung. Dengan demikian, masyarakat dari semua kalangan akan 
tertarik untuk datang dan melakukan transaksi di pasar tradisional. 
3. Regulasi 
Pemerintah memang mempunyai hak untuk mengatur keberadaan 
pasar tradisional dan pasar modern. Tetapi aturan yang dibuat pemerintah 
itu tidak boleh diskriminatif dan seharusnya justru tidak membuat dunia 
usaha berhenti. Pedagang kecil, menengah, besar, bahkan perantara 
ataupun pedagang toko harus mempunyai kesempatan yang sama dalam 
berusaha. Persaingan antar peritel di Indonesia sebenarnya tidak 
sesederhana yang dibayangkan orang. Persaingan tidak hanya terjadi 
antara yang besar melawan yang kecil, melainkan juga antara yang besar 
dengan yang besar, serta yang kecil dengan yang kecil. Pemerintah 
sebagai regulator harus mampu mewadahi semua aspirasi yang 
berkembang tanpa ada yang merasa dirugikan. Pemerintah harus mampu 
melindungi dan memberdayakan peritel kelas teri karena jumlahnya yang 
mayoritas. Di lain pihak, peritel besar pun mempunyai sumbangan besar 
dalam ekonomi. Selain menyerap tenaga kerja, banyak peritel besar yang 
justru memberdayakan dan meningkatkan kualitas ribuan pemasok yang 
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umumnya juga pengusaha kecil dan menengah. Belum lagi konsumen 
yang kian senang menjadi raja yang dimanja. Bagi pemerintah, mencari 
keseimbangan antara yang besar dan yang kecil ini memang tidak 
mudah.21 
Permasalahan umum yang dihadapi pasar tradisional: a) banyaknya 
pedagang yang tidak tertampung; b) pasar tradisional mempunyai kesan kumuh; 
c) dagangan yang bersifat makanan siap saji mempunyai kesan kurang higienis; 
d) pasar modern yang banyak tumbuh dan berkembang merupakan pesaing 
serius pasar tradisional; e) rendahnya kesadaran pedagang untuk 
mengembangkan usahanya dan menempati tempat dasaran yang sudah 
ditentukan; f) banyaknya pasar yang berstatus sebagian tanah milik Pemerintah 
Daerah dan sebagian milik Pemerintah Desa; g) banyaknya pasar yang sampai 
saat ini tidak beroperasi secara maksimal, karena adanya pesaing pasar lain 
sehingga perlu pemanfaatan lokasi secara efektif; h) masih rendahnya kesadaran 
pedagang dalam membayar retribusi; i) masih adanya pasar yang kegiatannya 
hanya pada hari pasaran.22 
b. Karakteristik Pasar Modern 
1. Pemilihan lokasi; pemilihan lokasi berkaitan erat dengan target pasar 
yang akandicapai. Setiap pasar modern mempunyai sasaran pasar yang 
berbeda, seperti Keris Gallery, Metro, dan Sogo yang mengincar 
masyarakat kelas menengah ke atas. Sementara itu Aneka Busana, 
Matahari, dan Rimo mengincar masyarakat menengah ke bawah. 
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2. Adanya berbagai fasilitas; yang utama dari fasilitas gedung adalah Air 
Conditioning (AC). Suasana sejuk oleh adanya AC ini kini telah umum 
ditemui di pasar-pasar modern seperti department store, baik yang berada 
di kota-kota besar maupun di daerah-daerah. Fasilitas gedung lainnya 
cukup vital dan telah melengkapi gedung-gedung department store yang 
ada antara lain elevator, lift, dan area parkir. Elevator dan lift sangat 
membantu bagi para konsumen untuk mempercepat dan mempermudah 
mobilitas di dalam department store dalam mencari barang-barang yang 
dibutuhkannya. Selain itu, dengan dilengkapi area parkir yang cukup luas 
akan semakin memudahkan konsumen baik yang telah maupun belum 
membawa hasil belanjaannya sehingga proses belanja para konsumen 
benar-benar nyaman, aman, dan tanpa hambatan. Dalam perkembangan, 
di samping fasilitas-fasilitas utamanya seperti tersebut di atas, gedung 
department store dilengkapi oleh fasilitas lainnya, seperti arena bermain 
untuk anak-anak dan arena makanan jajanan (food court). 
3. Tata letak barang dan desain; pengaturan barang di pasar-pasar modern 
seperti department store umumnya dikelompokkan menurut jenis 
produknya, misalnya kelompok kemeja, celana, dan pelengkap pakaian 
lainnya seperti celana dalam, dasi, dan singlet, kelompok-kelompok 
tersebut kembali dikelompokkan menurut mereknya. Sekelompok produk 
dan merek yang sama menempati suatu counter yang terdiri dari rak dan 
gantungan. Pada gantungan, dipajang produk yang mewakili setiap macam, 
ukuran, motif, dan bahan baku produk. Sementara itu, produk yang ada di 
rak merupakan stock daripada produk yang dipajang di gantungan. 
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4. Sarana pelayanan berbelanja; pelayanan yang diberikan di pasar modern 
dimulai dengan adanya pramuniaga, dan sarana belanja. Sarana tersebut 
antara lain cashier machine, pass room, dan bag. Ketiga sarana 
pelayanan ini umumnya dimiliki oleh pasar modern besar yaitu 
department store, seperti Matahari, Pasaraya, dan Metro. Sarana 
pelayanan tersebut adalah untuk memudahkan konsumen dalam 
berbelanja sehingga bisa lebih cepat mendapatkan semua produk yang 
dibutuhkan. Kurangnya sarana pelayanan tersebut dapat mengganggu 
pelayanan secara umum, misalnya cashier machine yang tidak memadai 
dapat mengakibatkan antrian panjang konsumen yang akan membayar. 
Kepada konsumen, department store memberikan keleluasaan dalam 
memilih barang, baik model, ukuran, maupun keutuhan barang tersebut 
sehingga konsumen dengan sendirinya memilih barang sepuas-puasnya. 
Hal-hal yang tak diinginkan seperti rusaknya barang-barang yang telah 
dibeli menjadi sangat kecil. Walaupun demikian pihak department store 
akan tetap melayani keluhan konsumen sebagai pelayanan purna jual. 
5. Pengadaan, Pendistribusian, Penjualan, Pembayaran dan Sistem 
Keamanan Barang. a) sistem pengadaan barang; satu tim yang 
bertanggungjawab atas pembelian barang ini sekaligus untuk memenuhi 
kebutuhan seluruh toko yang ada. Tim pembelian (buying department) ini 
mengandalkan anggaran pembelian tahunan yang disesuaikan dengan 
system control bulanan untuk mendapatkan gambaran mengenai jumlah 
setiap barang yang harus dipesan atau dipesan ulang. Tim 
bertanggungjawab dalam menentukan jenis serta jumlah barang yang 
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akan dijual di setiap toko. Selain itu juga, tim melakukan negosiasi harga 
pembelian dengan memasok serta menentukan harga penjualan yang 
tepat. b)Sistem penjualan; penjualan produk oleh department store 
dilakukan secara langsung kepada konsumen. Produk yang dijual telah 
dilengkapi oleh label-label harga yang pasti, sehingga tidak terjadi tawar-
menawar antara pembeli dengan penjual seperti di pasar konvensional. 
Penjualan yang dilakukan dalam partai kecil (eceran) ini umumnya 
dibayar secara cash dengan uang kontan maupun dengan menggunakan 
kartu kredit atau kartu debit. c) pendistribusian barang; bagi pasar 
modern (department store) yang mempunyai jaringan toko cukup luas, 
pendistribusian barang menjadi sangat penting. Hal itu untuk 
menghindari terjadinya penumpukan stock di gudang yang dapat 
meningkatkan biaya. Umumnya barang-barang yang telah dibeli 
dipusatkan di gudang-gudang besar, sebelum barang-barang itu disebar 
oleh bagian penyaluran barang (distribution department). Setelah melalui 
pemeriksaan mutu barang kemudian barang-barang tersebut disalurkan ke 
toko-toko dalam waktu sesingkat mungkin. Sedangkan pemeriksaan 
barang yang umumnya dilakukan secara sentralisasi di gudang-gudang 
menjadikan proses negosiasi dengan pemasok menjadi lebih cepat dan 
efisien. d) sistem pembayaran; pembayaran atas pembelian produk di 
department store dilakukan secara cash. Kini dapat pula dilakukan 
dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit yang dapat digunakan 
disamping yang dikeluarkan oleh penerbit (issuer), juga yangdikeluarkan 
oleh department store itu sendiri sebagai merchant, seperti Matahari 
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Card, Hero Master Card, dan Pasaraya Card. e) sistem keamanan barang; 
pencurian barang dagangan di department store merupakan masalah yang 
sangat serius yang mempengaruhi tingkat rentabilitas sebuah department 
store. Pencurian tertinggi biasanya terjadi pada pakaian perempuan, 
pakaian laki-laki, dan aksesori. Tempat yang rawan pencurian adalah 
daerah sekitar pintu masuk, ruang coba pakaian, dan ruang penerimaan 
serta penyerahan barang. Sistem pencegahan untuk mengamankan barang 
dari kemungkinan pencurian terutama yang dapat dilakukan oleh 
konsumen terdiri dari beberapa macam cara. Antara lain dengan cara 
memasang cermin cembung, kamera TV dan menggunakan label harga 
elektronik. f) strategi harga dan sistem promosi (price strategy-price 
policy); umumnya harga barang di pasar modal (department store) 
ditekan sedemikian rendah yaitu dengan cara pembelian terpusat dan 
jumlah besar. Department store yang mempunyai jaringan toko, harga di 
semua tokonya adalah sama. Strategi satu harga ini dimaksudkan untuk 
mengurangi biaya administrasi dan promosi. Salah satu strategi untuk 
menarik konsumen dalam persaingan yang semakin ketat ini adalah 
dengan jalan lebih mengintensifkan promosi department store. Dalam 
melakukan promosi biasanya dua media yang sudah umum digunakan 
adalah media cetak dan media elektronik. Promosi dengan media cetak 
umumnya dilakukan melalui koran, majalah, dan pamflet. Sementara 
media elektronik melalui saluran TV, siaran radio, dan sekarang 
dikembangkan melalui internet.23 
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Terjadinya penurunan pasar tradisional perlu dianalisa lebih lanjut dengan 
melihat dari dua sisi, dari segi pasar tradisional dan pasar modern. Pemerintah 
perlu memikirkan kelangsungan hidup pedagang pasar tradisional karena 
menyangkut hajat hidup banyak keluarga. Pengembangan sektor perekonomian 
rakyat ini perlu menjadi perhatian pemerintah, pemihakan pemerintah ini tidak 
perlu diwujudkan dengan cara menghambat pertumbuhan pasar modern. Ini dapat 
melibatkan pelaku ekonomi golongan ekonomi lemah. Jadi peran pemerintah yang 
utama dalam hal ini adalah alokasi peran pelaku ekonomi.  
Pemihakan pemerintah kepada pedagang pasar tradisional dapat 
diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada pedagang pasar tradisional 
untuk turut memetik keuntungan dari peluang pertumbuhan permintaan 
masyarakat serta membantu mengantisipasi perubahan lingkungan yang akan 
mengancam eksistensi mereka. Karena sifat pedagang pasar tradisional yang 
umumnya lemah dalam banyak hal, maka peran pemerintahlah untuk secara aktif 
memberdayakan pedagang tradisional. Pemberdayaan pedagang kecil ini dapat 
dilakukan antara lain dengan membantu memperbaiki akses mereka kepada 
informasi, permodalan, dan hubungan dengan produsen atau supplier (pemasok). 
Pedagang pasar tradisional perlu mendapatkan informasi tentang masa depan, 
ancaman dan peluang usahanya, serta perlunya perubahan sikap dan pengelolaan 
usahanya sesuai dengan perubahan tuntutan konsumen.24  
Dalam kaitannya dengan produsen pemasok, pedagang pasar tradisioanal 
perlu dibantu dalam mengefisienkan rantai pemasaran untuk mendapatkan 
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barang dagangannya. Pemerintah dapat berperan sebagai mediator untuk 
menghubungkan pedagang pasar tradisioanal secara kolektif kepada industri 
untuk mendapatkan akses barang dagangan yang lebih murah. Modernisasi pasar 
juga merupakan langkah untuk meningkatkan perekonomian pedagang kecil. 
Modernisasi pasar di sini dimaksudkan sebagai upaya pengelolaan pasar secara 
modern sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Modernisasi ini perlu 
diciptakan untuk menghambat beralihnya tempat belanja masyarakat yang masih 
dapat diakomodasikan oleh para pedagang kecil.25  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang pasar tradisional 
menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang telah ada sejak turun temurun 
diturunkan dari keturunan-keturunan sebelum mereka. Sehingga pedagang dapat 
dengan mudah mengatasi masalah yang timbul akibat kemunculan pasar modern, 
dan dengan semakin berkembangnya zaman pedagang memberikan inovasi-
inovasi lain dari nilai-nilai yang telah ada sebelumnya dan mempraktekkannya 
langsung kepada pembeli demi memberikan kenyamanan yang diperoleh dari 
etos kerja yang dihasilkan langsung oleh pedagang. 
C. Paradigma Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Keberhasilan pembangunan ekonomi menurut Todaro ditunjukkan oleh 
tiga nilai pokok yaitu: 1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan pokoknya (basic need); 2) meningkatnya rasa harga diri 
(self-esteem) masyarakat sebagai manusia; dan 3) meningkatnya kemampuan 
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masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu 
dari hak asasi manusia.26  
Disadari bahwa pengertian pembangunan bukan hanya sekadar 
bagaimana menaikkan GNP pertahun saja. Pembangunan ekonomi dapat 
diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk 
mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya 
batasan tersebut maka pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan 
sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita 
penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan 
sistem kelembagaan.27  
Sementara itu, menurut Abdul Hakim dalam bukunya Ekonomi 
Pembangunan, pembangunan ekonomi adalah sebuah upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi berskala besar, yaitu skala sebuah negara.28 Pembangunan 
ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita 
dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan 
perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara.  
Pandangan tersebut menegaskan makna pembangunan ekonomi sebagai 
berikut:29  
1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus. 
2. Usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita. 
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3. Kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka 
panjang. 
4. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, 
politik,    sosial, dan budaya).  
Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi 
(economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, 
dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan 
ekonomi. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan pemahaman, beberapa 
ekonom membedakan pengertian pembangunan ekonomi (economi development) 
dengan pertumbuhan ekonomi (economi growth). Para ekonom membedakan dua 
pengertian tersebut mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai berikut: 
1.  Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yaitu tingkat 
pertambahan GDP/GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi 
tingkat pertambahan penduduk, atau 
2.  Perkembangan GDP/GNP yang terjadi dalam suatu negara di barengi 
oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonomi (transformasi 
struktural). 
Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP 
tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat 
pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau 
tidak. Namun demikian, pada umumnya para pakar ekonomi memberikan 
pengertian sama untuk istilah tersebut. Mereka mengartikan pertumbuhan atau 
pembangunan ekonomi sebagai kenaikan PDB/PNB saja. Dalam penggunaan 
yang lebih umum, istilah pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk 
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menyatakan perkembangan ekonomi negara-negara maju, sedangkan istilah 
pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara 
berkembang.   
Adapun tujuan pembangunan ekonomi itu sendiri adalah sebagai 
berikut:30 
1. Untuk meningkatkan ketersediaan dan memperluas penyebaran barang-
barang kebutuhan pokok seperti bahan makanan, tempat tinggal, sarana 
kesehatan dan perlindungan keamanan bagi semua anggota masyarakat. 
2. Untuk meningkatkan taraf hidup yang meliputi pendapatan tertinggi, 
tersedianya lapangan kerja yang lebih banyak, sarana pendidikan yang 
lebih baik dan perhatian yang besar terhadap pelestarian nilai-nilai 
budaya dan kemanusiaan. 
3. Untuk memperluas ragam pilihan ekonomi dan sosial bagi masing-
masing negara atau bangsa yang bersangkutan melalui usaha untuk 
memerdekakan diri dari perbudakan ketergantungan pihak lain. 
Sementara itu, dengan adanya pembangunan ekonomi yang terjadi pada 
suatu negara (daerah) dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Pembangunan ekonomi tersebut menambah kesempatan untuk 
mengadakan pilihan yang lebih luas. 
2. Pembangunan ekonomi dapat memberikan kebebasan untuk memilih 
kesenangan yang lebih luas. 
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3. Tersedianya jasa lebih banyak sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
manusia. 
4. Adanya konsekuensi logis bahwa perempuan mempunyai kesempatan 
yang sama seperti halnya kaum pria. 
5. Dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan akan mengurangi 
batas perbedaan antara negara yang sedang berkembang dan negara 
maju. 
Adapun pembangunan mengalami perbaikan dapat diidentifikasi dengan 
beberapa indikator. Berikut ini indikator-indikator besar menurut para ekonom 
yang sering dirujuk dalam mengevaluasi jalannya pambangunan ekonomi: 
1. Pertumbuhan GNP sebagai indikator pembangunan ekonomi, setelah 
Perang Dunia ke-2 pembangunan ekonomi di definisikan sebagai 
berubahnya GNP dari keadaan statis untuk waktu yang lama, kemudian 
tumbuh 5 sampai 7 persen pertahun. dengan sendirinya maka banyak 
negara kemudian menggunakan pertumbuhan GNP sebagai indikator 
untuk mengevaluasi jalannya pembangunan ekonomi. Pembangunan 
akan dikatakan berhasil jika GNP tumbuh sesuai kriteria tersebut. 
2. Pertumbuhan GNP perkapita sebagai indikator pembangunan ekonomi, 
GNP perkapita adalah ukuran pendapatan nasional yang sudah 
memperhitungkan jumlah penduduk. diharapkan ukuran ini lebih 
mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. GNP perkapita adalah 
indikator pembangunan yang paling mendasar dan masih digunakan 
sampai saat ini.31 
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Sedangkan Lincolin Arsyad mengatakan bahwa selain tingkat pendapatan 
itu sendiri, distribusi pendapatan merupakan faktor penting lain yang 
menentukan kesejahteraan masyarakat. Faktor ini sering tidak diperhatikan 
dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan perubahannya dari 
waktu ke waktu jika indeks yang digunakan adalah tingkat pendapatan 
perkapita.32 Alasan tersebut didasarkan pada: 
1. Pola pengeluaran masyarakat diberbagai negara sedang berkembang 
kadang-kadang sangat berbeda dan perbedaan ini menyebabkan dua 
negara yang berpendapatan perkapitanya sama belum tentu menikmati 
tingkat kesejahteraan yang sama. 
2. Perbedaan iklim juga menimbulkan perbedaan pola pengeluaran 
masyarakat di negara-negara maju dan negara sedang berkembang. 
masyarakat di negara maju harus mengeluarkan uang yang lebih banyak 
untuk mencapai suatu tingkat kesejahteraan yang sama dengan di negara 
sedang berkembang. Seperti diketahui, kebanyakan negara maju 
iklimnya lebih dingin dari negara sedang berkembang. Oleh karena itu, 
penduduknya harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk 
menikmati suatu tingkat kehidupan yang sama yang bisa di nikmati oleh 
negara sedang berkembang. 
3. Komposisi (struktur) produksi nasional berbeda juga akan 
mempengaruhi tingkat kesejahteraan dua masyarakat yang mempunyai 
pendapatan perkapita yang sama. Suatu masyakat akan menikmati 
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tingkat kesejahteraan yang lebih rendah jika proporsi pendapatan 
nasional (pengeluaran) yang di gunakan untuk anggaran pertahanan dan 
pembentukan modal (capital formation) lebih tinggi daripada di negara 
lain yang pendapatan perkapitanya sama.  
Adapun pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu 
dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung 
di daerah-daerah benar-benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. 
Keseluruhan pembangunan daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan 
politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan di dalam 
mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan agar 
ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas. Tujuan 
pembangunan yang sedang dilaksankan mencakup sasaran seperti:33  
Pertama, dalam usaha meratakan pembangunan di seluruh daerah, 
sekaligus untuk menghindari terjadinya jurang perbedaan tingkat pembangunan 
antar daerah yang semakin dalam.  
Kedua, pengarahan dalam kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan 
kemampuan aspirasi dan potensi yang terdapat di daerah, baik bagi kepentingan 
perkembangan nasional maupun bagi kepentingan daerah sendiri.  
Ketiga, mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling 
menguntungkan agar terjalin ikatan-ikatan (ekonomi) antar daerah yang kuat di 
dalam satu rangka kesatuan ekonomi nasional yang kokoh.  
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Keempat, membina daerah-daerah minus, daerah perbatasan, dan tanah-
tanah kritis, dengan program-program khusus. 
Pembangunan daerah juga diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting 
yaitu mencapai pertumbuhan (growth), pemerataan (equity), dan keberlanjutan 
(sustainability). Tujuan pembangunan yang pertama, untuk pertumbuhan 
ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya yang terdiri atas sumberdaya 
manusia (human capital), peralatan (man made resources) dan sumberdaya alam 
(natural resources) dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk 
meningkatkan kegiatan produktif. Dalam hal ini terdapat upaya memadukan 
kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam dengan 
ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan teknologi dalam 
rangka memperbesar produktifitas. Semakin tinggi tingkat kemampuan sumber 
daya manusia, besar kemungkinan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang 
tersedia guna mencapai pertumbuhan yang tinggi.  
Sedangkan tujuan pembangunan yang kedua, yaitu pemerataan yang 
mempunyai implikasi dalam pencapaian tujuan yang ketiga supaya sumber daya 
dapat berkelanjutan maka tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja 
sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua 
pihak. Sedangkan tujuan berkelanjutan, pembangunan daerah harus memenuhi 
persyaratan bahwa penggunaan sumber daya, baik yang ditransaksikan melalui 
sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas 
kemampuan produksi. 
Sektor ekonomi yang umumnya bekembang cepat di kota-kota adalah 
sektor perdagangan kecil dan jasa. Sektor ini sangat tergantung pada jarak dan 
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tingkat kepadatan penduduk. Persebaran penduduk yang berjauhan dan tingkat 
kepadatan penduduk yang rendah akan melemahkan sektor jasa dan perdagangan 
eceran, dan berakibat pula pada kurangnya peluang kerja. Semakin dekat 
penduduk, maka interaksi di antara mereka akan mendorong kegiatan sektor jasa 
dan perdagangan. Seharusnya pedagang kecil mendapat tempat yang mudah 
untuk berusaha, karena telah membantu pemerintah daerah mengurangi 
pengangguran. Pada waktunya pengusaha kecil akan membayar pajak kepada 
pemerintah daerah. Dengan menstimulir usaha jasa dan perdagangan eceran, 
pertukaran ekonomi yang lebih cepat dapat terjadi sehingga menghasilkan 
investasi yang lebih besar. Adanya banyak pusat-pusat pedagang kaki lima yang 
efisien dan teratur akan menarik lebih banyak investasi bagi ekonomi daerah 
dalam jangka panjang. 
Sebagian besar lapangan kerja yang ada dalam suatu wilayah diciptakan 
oleh usaha kecil dan menengah. Namun usaha kecil juga rentan terhadap 
ketidakstabilan, yang terutama berkaitan dengan pasar dan modal, walaupun 
secara umum dibandingkan sektor skala besar, usaha kecil dan menengah lebih 
tangguh menghadapi krisis ekonomi. Pemerintah daerah perlu berupaya agar 
konjungtur ekonomi tidak berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha kecil. 
D. Kerangka Pikir 
Pasar lahir dari keinginan beberapa orang untuk memperoleh bahan 
kebutuhan hidup mereka. Pada mulanya, transaksi di pasar dilakukan dengan 
tukar menukar barang yang dimiliki dengan barang yang dikehendaki. Misalnya, 
antara petani, peternak, dan nelayan terjadi pertukaran hasil produksi mereka 
masing-masing. Awalnya, pertukaran terjadi di sembarang tempat. Lama 
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kelamaan terbentuklah kesepakatan untuk menentukan suatu lokasi menjadi 
semacam pusat barter. Perkembangan berikutnya, transaksi dilakukan dengan 
mata uang dengan nilai tertentu sehingga masyarakat yang tidak memiliki 
barang pun bisa membeli kebutuhannya. 
Sudah sejak zaman dahulu kota tidak akan pernah terlepas dari pusat 
kegiatan komersil yang disebut dengan pasar. Sejarah pasar diawali pada zaman 
pra sejarah yang dalam memenuhi kebutuhannya manusia melakukan sistem 
barter yaitu suatu sistem yang diterapkan antara dua individu dengan cara 
menukar barang yang satu dengan barang yang lainnya dan akhirnya sistem 
barter ini berkembang secara luas. Proses penukaran barang tersebut 
menimbulkan masalah terkait dengan aspek lokasi, jarak dan waktu tempuh.  
Semakin dekat jarak pertukaran semakin memudahkan memindahkan 
barang-barang sehingga terbentuk sebuah pertukaran barang-barang yang tidak 
jauh dari lingkungan tempat tinggal. Tempat tukar menukar inilah disebut 
dengan pasar. Setelah manusia mengenal mata uang sebagai alat tukar menukar 
yang menjadi dasar perhitungan bagi seluruh proses pertukaran barang maka 
proses tersebut disebut dengan proses jual beli. Dengan meningkatnya 
perkembangan penduduk, kehidupan sosial, ekonomi dan juga kemajuan 
teknologi khususnya di bidang perdagangan timbullah sekelompok individu baru 
yang bergerak dalam bidang pedagang. Pedagang-pedagang inilah yang 
membuat tempat-tempat yang lebih permanen untuk berdagang.34 
Pasar tradisional selama ini identik dengan tempat yang kumuh, 
semrawut, becek, bau, dan sumpek. Bukan itu saja, pasar tradisional selalu 
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http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar, diunduh pada tanggal 14 Mei 2013.  
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diwarnai dengan kemacetan dan banyaknya aksi penipuan, pencopetan, dan 
kecurangan. Bagi sebagian kalangan, khususnya kelompok menengah ke atas 
dan remaja, berbelanja di pasar tradisional justru harus dihindari karena dapat 
menurunkan gengsi. 
Kondisi pasar tradisional yang terpuruk membuat banyak masyarakat saat 
ini berbelanja di pasar modern, seperti mal, minimarket, supermarket, 
hipermarket, dan sebagainya. Masyarakat dengan gaya hidup modern kini lebih 
menyukai pasar-pasar dengan sistem pengelolaan yang tertata, bersih, nyaman, 
dan strategis. Berbelanja atau sekadar santai di mal pun seolah-olah bisa 
meningkatkan gengsi, khususnya bagi kaum remaja. Di pasar modern yang serba 
bersih, para pengunjung tidak perlu tawar-menawar harga dengan pedagang, 
tidak perlu cemas adanya manipulasi timbangan, dan tidak perlu khawatir 
terhadap kualitas barang meskipun harganya mahal. 
Pedagang pasar tradisional seolah pedagang kelas empat, dibandingkan 
para pengusaha mal atau supermarket. Mereka identik dengan tidak intelek, 
bodoh, tidak cermat, dan penipu. Oleh karena itu, mereka dapat diancam 
ataupun diperlakukan sewenang-wenang. Di berbagai tempat pedagang pasar 
tradisional digusur, diintimidasi, ditangkap, bahkan lapak-lapak mereka pun 
dibakar. Pedagang pasar tradisional tidak dapat disejajarkan dengan pengusaha 
supermarket yang diidentikkan sebagai kaum modern, cerdas, dan berduit.35 
Pemerintah pun sangat berpihak pada pemilik supermarket, karena 
dianggap sebagai keberhasilan pemerintah dalam menggaet investor ke 
                                                          
35
Herman Malano, Selamatkan Pasar Tradisional (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 
h. 278.  
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daerahnya. Proses perizinan pun dipermudah meskipun melanggar Keputusan 
Presiden Nomor 117 Tahun 2007 tentang jarak antara pasar modern dan pasar 
tradisional. Padahal, para pemiliki usaha supermarket itu mengambil modal dari 
masyarakat daerah setempat karena meminjam uang dari bank untuk 
membangun usahanya. Apa yang diperoleh pemerintah dari supermarket pun 
jauh lebih kecil disbanding dari pedagang pasar tradisional yang setiap hari 
ditarik retribusi, uang kebersihan, dan keamanan, pemerintah hanya 
mendapatkan biaya dari ongkos perizinan dan uang parkir.36 
Terlepas dari itu, sektor ekonomi yang umumnya bekembang cepat di 
kota-kota adalah sektor perdagangan kecil dan jasa. Sektor ini sangat tergantung 
pada jarak dan tingkat kepadatan penduduk. Persebaran penduduk yang 
berjauhan dan tingkat kepadatan penduduk yang rendah akan memperlemah 
sektor jasa dan perdagangan eceran, yang mengakibatkan peluang kerja 
berkurang. Semakin dekat penduduk, maka interaksi antar mereka akan 
mendorong kegiatan sektor jasa dan perdagangan. Seharusnya pedagang kecil 
mendapat tempat yang mudah untuk berusaha, karena telah membantu 
pemerintah daerah mengurangi pengangguran. Pada waktunya pengusaha kecil 
akan membayar pajak kepada pemerintah daerah. Dengan menstimulir usaha 
jasa dan perdagangan eceran, pertukaran ekonomi yang lebih cepat dapat terjadi 
sehingga menghasilkan investasi yang lebih besar. Adanya banyak pusat-pusat 
pedagang kaki lima yang efisien dan teratur akan menarik lebih banyak investasi 
bagi ekonomi daerah dalam jangka panjang.37 
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Ibid.  
37
Rudy Badrudin, op. cit., h. 57.  
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Sebagian besar lapangan kerja yang ada dalam suatu wilayah diciptakan 
oleh usaha kecil dan menengah. Namun usaha kecil juga rentan terhadap 
ketidakstabilan, yang terutama berkaitan dengan pasar dan modal, walaupun 
secara umum dibandingkan sektor skala besar, usaha kecil dan menengah lebih 
tangguh menghadapi krisis ekonomi. Pemerintah daerah perlu berupaya agar 
konjungtur ekonomi tidak berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha kecil. 
Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda 
dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu 
daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial, dan fisik daerah 
itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak 
ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua 
daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi 
daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori 
pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola 
pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup 
menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.38 
Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi 
pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta 
membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan 
ekonomi daerah yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal juga dapat 
tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang 
mantap, misalnya, akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang untuk 
peningkatan produksi pertanian dan perluasan ekspor. Dengan peningkatan 
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Mahendra Wijaya, op. cit., h. 112.  
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efisiensi pola kerja pemerintahan dalam pembangunan, sebagai bagian dari 
perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan 
retribusi tidak naik, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan 
ekonomi daerah pada tahun depan.39 
Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan 
jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu 
mengkoreksi kebijakan yang keliru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan 
bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dua prinsip dasar 
pengembangan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan adalah: 1) mengenali 
ekonomi wilayah; dan 2) merumuskan manajemen pembangunan daerah yang 
probisnis.40 
Membentuk ruang khusus untuk kegiatan ekonomi akan lebih langsung 
menggerakkan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah perlu berusaha 
mengantisipasi kawasan-kawasan mana yang dapat ditumbuhkan menjadi pusat-
pusat perekonomian wilayah. Kawasan-kawasan yang strategis dan cepat 
tumbuh ini dapat berupa kawasan yang sudah menunjukkan tanda-tanda 
aglomerasi. Kawasan-kawasan ini perlu dikenali dan selanjutnya ditumbuhkan 
dengan berbagai upaya pengembangan kegiatan ekonomi. Pengembangan 
kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh ini perlu dilakukan bersamaan 
dengan upaya peningkatan keterampilan, pengembangan usaha, dan penguatan 
keberdayaan masyarakat.41 
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Ibid.  
40
Kunarjo, Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan (Jakarta: UI Press, 1992), h. 13.  
41
Lincoln Arsyad, Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah (Yogyakarta: 
BPFE, 2002), h. 77-78. 
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Upaya pemberdayaan pasar tradisional sesungguhnya menjadi bagian 
yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah agar eksistensi pasar tradisional 
tidak tenggelam oleh hadirnya berbagai bentuk ritel modern. Upaya tersebut 
dapat berupa perbaikan fasilitas pasar dan bantuan peningkatan volume 
penjualan sehingga para penjual juga merasa bahwa retribusi yang selama ini 
mereka bayar ternyata manfaatnya dapat mereka rasakan. 
Lebih lanjut, arah penelitian ini akan digambarkan dalam kerangka pikir 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASAR TRADISIONAL 
Peningkatan 
PAD 
- Perbaikan fasilitas 
- Perluasan areal 
- Peningkatan 
volume jual 
- Kemudahan 
distribusi barang 
- Kawasan parkir 
- Sewa tempat 
Pengembangan  
pasar tradisional  
Retribusi 
53 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Pendekatan 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu melakukan 
penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data. 
Penelitian ini bersifat kuantitatif non eksperimen yang diarahkan pada penelitian 
studi kasus, yakni penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh 
dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai 
bentuk data kualitatif. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa, karakteristik 
penelitian studi kasus sama dengan karakteristik penelitian kualitatif pada 
umumnya. Karakteristik penelitian kualitatif dilandasi oleh tujuan utamanya 
yaitu untuk menggali substansi mendasar di balik fakta yang terjadi di dunia. 
Secara khusus, penelitian studi kasus memiliki karakteristik yang berbeda 
dibandingkan dengan jenis penelitian kualitatif yang lain. Kekhususan penelitian 
studi kasus adalah pada cara pandang penelitinya terhadap obyek yang diteliti.1  
Menurut Arikunto, studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara 
intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala 
tertentu. Pada pelaksanaannya studi kasus diarahkan untuk mengkaji kondisi, 
kegiatan, perkembangan, serta faktor-faktor penting yang terkait dan menunjang 
kondisi perkembangan tersebut.2 
                                                          
1
http:wordpress.com/2012/09/27/karakteristik penelitian studi kasus, diunduh pada tanggal 
14 Mei 2013.  
2
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka Cipta, 
2002), h. 53. 
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Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Ekonomi Pembangunan, pendekatan ini digunakan untuk melihat 
dinamika perekonomian suatu wilayah, tingkat perkembangannya, serta 
faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. 
b. Manajerial, pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat bentuk-bentuk 
pengelolaan pasar tradisional dan upaya pemerintah dalam menjaga 
eksistensinya. 
c. Yuridis, pendekatan ini digunakan untuk melihat bentuk regulasi ekonomi 
yang dapat menunjang pengembangan pasar tradisional dan 
pengembangan ekonomi daerah. 
B. Sumber dan Metode Pengumpulan Data 
 Data primer penelitian ini bersumber dari hasil hasil wawancara peneliti 
terhadap para pedagang Pasar Sabtu dan pihak-pihak terkait dari unsur 
Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. Sedangkan data sekunder penelitian ini 
diambil dari dokumen-dokumen resmi terkait dengan pendapatan daerah Kota 
Gorontalo. Pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain menggunakan: 
a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data di lapangan dengan 
jalan mengamati secara langsung tentang kondisi pasar tradisional (Pasar 
Sabtu) dan bgm usaha yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk 
mempertahankan keberadaannya agar dapat meningkatkan pendapatan 
asli daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Gorontalo. 
b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data di lapangan dengan jalan 
mengadakan dialog secara langsung dengan objek (informan) yang dapat 
memberikan data-data yang di butuhkan dalam penelitian. Informan 
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dalam penelitian ini adalah para pedagang Pasar Sabtu dan instansi terkait 
dari Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. 
c. Dokumentasi, yaitu mengambil data-data yang relevan dengan penelitian 
baik berupa buku-buku, surat kabar, majalah, maupun data statistik 
perkembangan ekonomi Kota Gorontalo. 
C. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengecekan Keabsahan Data 
Dalam pengecekan keabsahan data penulis menggunakan model 
triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi yaitu memanfaatkan 
sesuatu dari luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. 
Triangulasi ada dua macam, yaitu: 
a) Triangulasi dengan sumber data yaitu mengumpulkan informasi yang 
diperoleh dari berbagai sumber, cara yang ditempuh ialah dengan melakukan 
pengecekan data yaitu cara cek (check), cek ulang (recheck) dan cek silang 
(cros check). 
1) Cek (check) artinya memberikan pertanyaan yang sama kepada informan. 
2) Cek ulang (recheck) artinya mengajukan pertanyaan yang sama kepada 
informan tetapi pada waktu yang lain/mengecek kembali. 
3) Cek silang (cross check) artinya membandingkan responden yang satu 
dengan yang lain kemudian diambil satu kesimpulan. 
b) Triangulasi dengan metode ada tiga macam 
1) Membandingkan hasil pengamatan pertama dengan pengamatan 
berikutnya. 
2) Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 
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3) Membandingkan hasil wawancara pertama dengan wawancara berikutnya. 
2. Tahapan-tahapan Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif secara umum dapat dibagi dalam empat tahap 
yaitu, tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data dan tahap 
penulisan laporan. 
a. Tahap Pra Lapangan 
Terdapat enam kegiatan yang harus dijalani atau dilalui oleh peneliti dalam 
tahap pralapangan, yaitu: 
1) Menyusun Rancangan Penelitian. Sebelum mengadakan penelitian penulis 
merancang pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penulis dalam 
mengadakan penelitian tersebut. 
2) Memilih Lapangan Penelitian. Kegiatan ini mengharuskan penulis untuk 
mengamati langsung atau menjajaki kondisi lapangan apakah pokok-pokok 
pikiran atau fokus permasalahan yang penulis angkat relevan dengan 
kenyataan di lapangan. 
3) Mengurus Perizinan. Untuk memudahkan proses penelitian dan untuk 
meminimalisir kendala-kendala dilapangan ketika pengumpulan data maka 
sebelum terjun kelapangan, setiap peneliti harus memiliki surat izin dari 
pemerintah maupun instansi terkait atau yang dianggap memiliki 
wewenang dengan fokus penelitian. 
4) Menjajaki dan Menilai Keadaan Lapangan. Atau dikenal dengan orientasi 
lapangan ini merupakan kelanjutan dari tahap memilih lokasi penelitian 
(lapangan penelitian). Pada aktivitas ini lebih meningkat pada pengenalan 
penulis terhadap lingkungan sosial budaya, fisik dan keadaan alam. Hal 
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penting agar penulis dapat mempersiapkan diri baik mental maupun fisik. 
Bahkan sangat perlu peneliti mengadakan persentuhan atau interaksi awal 
dengan objek penelitian. 
5) Memilih dan Memanfaatkan Informan. Dalam mengumpulkan data, 
informan atau pemberi informasi sangat dibutuhkan karena mereka 
diharapkan dapat menjelaskan situasi dan kondisi latar penelitian. 
Sehingga data yang dibutuhkan secara teliti dan segera dapat dikumpulkan. 
6) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian. Peneliti sejauh mungkin sudah 
mempersiapkan perlengkapan penelitian baik fisik maupun kesiapan 
mental penulis sendiri sebelum terjun langsung kekancah penelitian. 
b. Tahap Pekerjaan Lapangan 
Setelah peneliti melewati tahap pralapangan maka tahap selanjutnya 
adalah tahap pekerjaan lapangan. Pada tahap ini penulis sudah terjun langsung 
ke lokasi penelitian guna mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan. 
Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti ketika 
masuk pada tahap pekerjaan lapangan, yaitu: 
a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri. Ketika dalam lokasi 
penelitian peneliti harus memahami latar atau dimana ia mengadakan 
penelitian dan juga persiapan peneliti baik berupa penampilan, hubungan 
peneliti dengan lapangan maupun jumlah atau restan waktu yang 
dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian. 
b. Memasuki Lapangan. Komunikasi yang baik dan hubungan peneliti dengan 
objek penelitian akan sangat berpengaruh pada proses penelitian. 
Karenanya penting untuk peneliti menjalin komunikasi yang baik, 
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diwujudkan dalam peran serta peneliti ditengah-tengah masyarakat bahkan 
sangat penting untuk mempelajari bahasa dan simbol-simbol nonverbal 
yang berlaku pada masyarakat tersebut. 
c. Berperan serta sambil mengumpulkan data. Dalam hal ini peneliti 
melaksanakan pengumpulan data sesuai dengan jadwal yang telah diatur 
(waktu), dan pengumpulan diambil pada hasil pencatatan data atau 
pengamatan dan wawancara juga harus senantiasa mempertimbangkan 
etika penelitian. Disamping itu dalam pengumpulan data peneliti harus 
berperan serta dalam menganalisa hasil data di lapangan yang bersifat 
sementara, kemudian analisa secara intensif  akan dilakukan berakhirnya 
pengumpulan data. 
3. Tahap Penulisan Laporan 
Dalam tahap penulisan laporan penulis menggunakan format atau 
pedoman penulisan karya ilmiah yang diberlakukan oleh institusi, dalam hal 
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah, Tesis, Skripsi, dan Disertasi) yang 
dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar tahun 2008. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Kota Gorontalo merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung 
dengan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Secara geografis 
mempunyai luas 64,79 km2 atau 0,53% dari luas Propinsi Gorontalo dan secara 
efektif luas wilayah kota adalah 37,02 km2. Kota Gorontalo dibagi menjadi 6 
(enam) kecamatan, terdiri dari 49 desa/kelurahan. Kondisi topografi Kota 
Gorontalo adalah tanah datar yang dilalui tiga sungai yang bermuara di teluk 
Tomini (Gorontalo) pelabuhan Gorontalo. Bagian selatan diapit dua 
pegunungan berbatu kapur/pasir. Ketinggian dari permukaan laut antara 0-500 
meter. Pesisir pantai landai berpasir.1 
Sejak tahun 2004 Kota Gorontalo terdiri atas enam kecamatan yaitu: 
1. Kecamatan Kota Barat 
2. Kecamatan Dungingi 
3. Kecamatan Kota Selatan 
4. Kecamatan Kota Timur 
5. Kecamatan Kota Utara 
6. Kecamatan Kota Tengah2 
                                                          
1
Tim Penyusun, Gorontalo dalam Angka, 2012 (Gorontalo in Figure, 2012) (Gorontalo: 
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Gorontalo, 2012), h. 22; Anonimous, Profil Kota Gorontalo 
(Gorontalo: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Gorontalo, 2011), h. 9.  
2
Ibid.  
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Dari keenam kecamatan ini terbagi menjadi 49 kelurahan. Semua 
kelurahan sudah pada tahap desa swasembada. Kota Gorontalo terdiri dari 279 
RW dan 982 RT. Kecamatan Kota Barat terdiri dari 7 kelurahan, Dungingi 5 
kelurahan, Kota Selatan 10 kelurahan, Kota Timur 11 kelurahan, Kota Utara 10 
kelurahan, dan Kota Tengah 6 kelurahan.3 
Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990 
penduduk Kota Gorontalo pada tanggal 31 Oktober 1990 (hari Sensus) 
berjumlah 119.307 jiwa. jumlah itu meningkat rata-rata 2,2% pertahunnya 
dibandingkan dengan jumlah tahun 1980. Sedangkan berdasarkan hasil Survei 
Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995 jumlah penduduk tercatat sebanyak 
130.645 jiwa. Pada Sensus Penduduk tahun 2000 penduduk kota Gorontalo 
tercatat sebanyak 134.931 jiwa.4 
Jumlah penduduk Kota Gorontalo tahun 2012 tercatat sebanyak 203.867 
jiwa, penyebarannya di enam kecamatan masih belum merata. 11,37% terdapat 
di Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Dungingi 11,99%, Kota Selatan 20,75%, 
Kota Timur 24,07%, Kota Utara 17,71%, dan Kota Tengah 14,11%. Tingkat 
kepadatan penduduk rata-rata sebanyak 2.684 jiwa per kilometer persegi. 
Tingkat pengangguran Kota Gorontalo pada tahun 2012 sebesar 9,64% dengan 
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 90,36%. Sedangkan pencari kerja yang 
terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Gorontalo sebanyak 1.550 orang.5 
                                                          
3
Ibid.  
4
Ibid., h. 23.  
5
Ibid.  
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Wilayah Pasar Sabtu yang menjadi fokus penelitian ini berada pada 
wilayah Kecamatan Kota Tengah Kelurahan Liluwo6 dengan luas pasar kurang 
lebih 1400 m2. Dengan luas tersebut, Pasar Sabtu mampu menampung hingga 
347 lapak. Namun jumlah lapak tersebut tiap minggu dapat berubah oleh 
karena bertambah atau berkurangnya jumlah pedagang yang datang. 7  Posisi 
Pasar Sabtu dapat dikatakan cukup strategis karena terletak pada sudut 
perempatan jalan, yaitu jalan Madura dan jalan Manado serta berdampingan 
dengan kantor kelurahan dan kantor Polsek Paguyaman yang halamannya 
sekaligus dimanfaatkan sebagai lahan parkir. 8  Pedagang yang berjualan di 
pasar ini tidak saja berasal dari daerah sekitar pasar melainkan juga berasal 
dari luar Kota Gorontalo.9  
Sebagaimana namanya, maka Pasar Sabtu hanya dibuka pada hari Sabtu 
saja yang dimulai sejak pukul 06.00 pagi hingga pukul 12.00 siang. Barang 
yang diperdagangkan juga sangat variatif, mulai dari kebutuhan dapur, hasil 
pertanian/kebun, hewan ternak, daging/ikan, pakaian, hingga kebutuhan 
keseharian lainnya. Perbedaan yang pasti dengan pasar modern tentunya pada 
model transaksinya yang memungkinkan penjual dan pembeli melakukan tawar 
menawar harga. Aktivitas pasar ini tampak lebih ramai di bulan Ramadan dan 
                                                          
6
Terdapat 8 (delapan) pasar tradisional di Kota Gorontalo yang beraktivitas berdasarkan nama 
hari, antara lain: Pasar Sabtu, Pasar Minggu, Pasar Senin, Pasar Selasa, Pasar Rabu, Pasar Kamia, dan 
Pasar Jumat, ditambah dengan satu Pasar Induk (Sentral). 
7
Hasil wawancara dengan Jabir Mantu (Pedagang Pasar Sabtu) pada tanggal 15 Juni 2013 di 
Kota Gorontalo.  
8
Hasil wawancara dengan Yusuf Paneo (Juru Parkir Pasar Sabtu) pada tanggal 15 Juni 2013 di 
Kota Gorontalo.  
9
Hasil wawancara dengan Rahmat Saripi (Pedagang Pasar Sabtu) pada tanggal 15 Juni 2013 
di Kota Gorontalo.  
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menjelang hari raya Idul Fitri dengan barang dagangan yang lebih banyak 
diwarnai oleh pernak-pernik lebaran.10 
Pasar tradisional adalah contoh nyata hidup berbhineka tunggal ika. Ada 
banyak suku dan karakter bertemu dan hidup bersaing di pasar. Para pedagang 
memainkan perannya masing-masing, namun iramanya tetap harmonis. Di 
pasar, tidak ada lagi budaya tertentu yang mendominasi karena mereka sudah 
menyatu dalam budaya pasar. Begitupula dengan kondisi Pasar Sabtu, selain 
etnis Gorontalo, ditemukan pula etnis lainnya seperti Bugis, Jawa, Minahasa. 
Namun yang menarik adalah tidak ditemukannya etnis Cina dan Arab, sebab 
kedua etnis tersebut lebih banyak ditemukan di wilayah pertokoan yang 
ditempatkan di pusat kota. Pada musim-musim tertentu, Pasar Sabtu juga 
didatangi oleh para pedagang dari luar propinsi seperti dari Palu, Manado, 
Makassar, bahkan dari Ambon dan Ternate. Meski berbeda suku, mereka 
mempunyai semangat yang sama ketika sedang melayani pembeli. 
B. Eksistensi Pasar Sabtu dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kota 
Gorontalo 
Menelusuri catatan sejarah, dalam kerangka pembangunan ekonomi, 
kepentingan bersama di atas kepentingan individu merupakan ciri ekonomi 
masyarakat Gorontalo sejak awal periode sejarahnya. Kerajaan Gorontalo yang 
terbentuk pada tahun 1385 merupakan kesatuan dari 17 kerajaan kecil yang 
disebut linula. Kata tersebut kurang lebih sama dengan hentea yang artinya 
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Hasil wawancara dengan Romi Paramata (Pedagang Pasar Sabtu) pada tanggal 15 Juni 2013 
di Kota Gorontalo.  
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percekcokan atau perselisihan. Diduga ke 17 linula tersebut berasal dari satu 
asal usul kerajaan tertua yang kemudian berselisih disebabkan corak 
pemerintahan yang otoriter dan sistem ekonomi yang tidak lagi didasarkan oleh 
kepentingan bersama.11 
Sistem ekonomi tersebut kembali aktif setelah aturan perundangannya 
ditata oleh golongan tiyombu sebagai badan pelaksana undang-undang bidang 
ekonomi dan kesejahteraan, di bawah pemerintahan Maharaja I Ilahudu. Berkat 
kepemimpinan yang baik (good government) terjadi perubahan economic 
resources dari ladang berpindah (butu) menjadi berladang tetap (butu 
payango). Kekeluargaan dan kepentingan bersama dalam sistem ekonomi 
tersebut terdiri dari 13 sub sistem sebagai berikut:  
(1) hulanga, artinya melakukan pekerjaan bersama oleh seluruh lapisan 
masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial; (2) huyula, artinya 
melaksanakan suatu pekerjaan bersama oleh sekelompok anggota 
masyarakat dalam arti saling membantu secara timbal balik, misalnya 
dalam mendirikan rumah; (3) himbunga, perhimpunan beberapa orang 
(misalnya 10 orang) untuk membuka sebuah ladang, selanjutnya ladang 
tersebut dikerjakan bersama, hasilnya dibagi sama rata; (4) palita, artinya 
sama dengan himbunga tetapi pemilikan ladang secara perorangan. Jika 
pada himbungan hasilnya dibagi rata maka pada palita masing-masing 
orang dalam himpunan hanya akan memperoleh hasil panen dari ladang 
yang menjadi miliknya; (5) tiayo, artinya permintaan bantuan seorang 
penduduk kepada tetangga, kenalan atau kerabatnya untuk mengerjakan 
suatu pekerjaan yang tidak disanggupinya sendiri. Tidak dipungut biaya 
atas pengerjaan tersebut kecuali kewajiban memberi makan kepada 
mereka hingga pekerjaan tersebut selesai; (6) dembulo, artinya 
sumbangan berupa natura dengan tidak mengharap balasan dalam 
kegiatan sosial seperti kematian, pernikahan, dan lain-lain; (7) depita, 
artinya saling member antar tetangga, kenalan dan kawan berupa hasil in 
                                                          
11
Hasil wawancara dengan Alim S. Niode (Sejarawan dan Budayawan Gorontalo) pada 
tanggal 12 Juli 2013 di Gorontalo.  
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natura yang berkelebihan padanya; (8) timoa, artinya sumbang 
menyumbang berupa benda in natura di lingkungan pemuda yang akan 
menikah. Penerima sumbangan wajib mengembalikan sumbangan yang 
sama bila sang pemuda penyumbang kelak akan menikah; (9) heiya, ialah 
sumbang menyumbang berupa uang dalam kegiatan sosial seperti 
pelaksanaan pesta; (10) bayawa, ialah kewajiban yang dibebankan oleh 
hukum adat kepada seseorang untuk member nafkah kepada orang tuanya 
yang tidak mampu lagi bekerja; (11) bubaya, ialah bantuan tenaga 
anggota masyarakat untuk sesuatu kepentingan pejabat pemerintah, 
misalnya membersihkan pekarangan; (12) hiyo,ialah pajak in natura yang 
dipungut oleh pemerintah, biasanya 1/10-
1/20 dari hasil kotor; (13) ontu, 
ialah persembahan hasil pertanian sebelum dilakukan panen secara 
keseluruhan.12 
Masih berdasarkan penuturan Alim S. Niode, bahwa menurut sifatnya, 
yang pertama sampai kelima tersebut merupakan sistem sosial yang berkaitan 
dengan ekonomi produktif, nomor 6-8 berkaitan dengan kegiatan sosial, nomor 
9 diduga baru berlangsung pada era kolonial setelah diperkenalkan ekonomi 
uang, nomor 10 berkaitan dengan etika keluarga, nomor 11-13 lebih bersifat 
pajak. Kegiatan ekonomi pada dasarnya berbasis pada usaha tani ladang yang 
lebih bersifat konsumtif (produksi untuk konsumsi). Masyarakat memandang 
alam adalah milik kolektif yang harus dijaga dan dipelihara agar tidak 
mendapat kutukan. Sedangkan kehidupan ekonomi pasar dijalankan dengan 
sistem barter.13 
Berdasarkan penuturan yang diungkapkan oleh Hermanto Saleh, bahwa 
meskipun Kota Gorontalo berada pada posisi sentral, tetapi secara ekonomi 
perkembangannya menjadi sangat tergantung pada wilayah sekitarnya. Hampir 
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Ibid.  
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Ibid.  
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tidak ada pilihan ekonomi yang rasional bagi wilayah kota kecuali 
mengembangkan sektor perdagangan dan jasa pelayanan di luar eksploitasi laut 
dan industri. Bagaimana pun, pilihan ini sangat tergantung pada daya beli 
masyarakat yang berakar pada ketangguhan sektor primer.14  
Pada kenyataannya, menurut Hermanto Saleh, bahwa hingga saat ini 
sebagian besar masyarakat kelas bawah menghidupkan kembali sistem 
ekonomi tradisional sebagai jalan keluarnya. Solidaritas sosial kembali 
menjadi transparan oleh karena basis kultur yang sama meskipun prakteknya 
tidak lagi utuh seperti halnya masa lalu. Gelombang perubahan yang seiring 
dengan globalisasi mulai menampakkan eksisnya keturunan Cina dan Arab 
dalam menguasai segmen perdagangan lokal.15 
Berpijak pada semangat kultur budayanya, Kota Gorontalo menjadi 
termotivasi untuk membangun infrastruktur ekonomi, termasuk dalam hal ini 
adalah mengembangkan potensi pasar tradisionalnya. Berbagai sarana dan 
prasarana ekonomi makin berkembang. Informan lain sebagaimana yang 
dituturkan oleh Salma Hiola mengatakan bahwa keberadaan pasar tradisional 
seperti halnya Pasar Sabtu telah makin memacu kelancaran arus uang dan 
putaran ekonomi Kota Gorontalo.16 
Secara teoretis, mengacu pada pendapat Waluyo, masalah pokok dalam 
pengembangan ekonomi daerah adalah terletak pada penekanan terhadap 
                                                          
14
Hasil wawancara dengan Hermanto Saleh (Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota Gorontalo) 
pada tanggal 12 Juni 2013.  
15
Ibid.  
16
Hasil wawancara dengan Salma Hiola (Kepala Tata Usaha Kantor Pengelola Pasar Kota 
Gorontalo) pada tanggal 12 Juni 2013.  
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kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah 
yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi 
sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. 
Orientasi ini mengarahkan pada inisiatif yang muncul dari daerah tersebut 
dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan 
merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.17 
Setiap usaha pembangunan ekonomi mempunyai tujuan utama untuk 
meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja dalam usaha meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.18 Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, pemerintah 
beserta masyarakat daerah harus secara bersama-sama mengambil inisiatif 
pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah beserta masyarakat daerah 
dengan menggunakan sumber daya yang ada di daerah harus mampu menaksir 
potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun 
perekonomian daerah.19 
 Pada kenyataannya peran pasar tradisional di Indonesia masih sangat 
dibutuhkan masyarakat, pemerintah seharusnya memberikan apresiasi terhadap 
keberadaannya, buktinya pedagang mampu memberikan pelayanan prima. 
Pasar tradisional mempunyai kapasitas yang kuat untuk bertahan dalam situasti 
                                                          
17Joko Waluyo, “Fiscal Decentralization: Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia”, Makalah (Jakarta: Pusat Studi 
Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, http://www.usaid.co.id, diakses tanggal 24 juli 2013.  
18Sri Kusreni, “Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Spesialisasi Sektoral dan 
Wilayah serta Struktur Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral untuk Daerah Perkotaan di Jawa Timur”, 
Majalah Ekonomi, vol. XIX (Nomor 1 Tahun 2009), h. 20-31.  
19
Lihat, Rudy Badrudin, Ekonomika Otonomi Daerah (Cet. I; Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 
2012), h. 5.  
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ekonomi makro yang tidak menentu dan tidak terpuruk seperti aktivitas 
ekonomi formal atau aktivitas ekonomi yang berskala besar. 
Sebagai gambaran diperkirakan jumlah pasar tradisional di Indonesia 
sebanyak 13.650 pasar dan terdapat 12.625.000 pedagang di pasar tradisional. 
Pasar tradisional juga memiliki posisi yang sangat strategis karena masih 
merupakan wadah utama penjualan produk-produk berskala ekonomi rakyat 
seperti petani, pedagang barang kerajinan tangan dan produk industri rumah 
tangga (industri rakyat).20 
Dengan melihat banyaknya jumlah pedagang yang menggantungkan 
matapencahariannya pada pasar tradisional, sangat disayangkan karena 
pengelolaan pasar tradisional di Indonesia masih sangat kurang memuaskan. 
Hal ini dapat dilihat dari masih semrawutnya pengelolaan pasar tradisional dan 
ini dapat mengakibatkan pasar tradisional kehilangan daya saingnya.  
Secara fisik pasar tradisional umumnya buruk, berkembang tanpa 
rencana, beroperasi melimpah sampai keluar wilayah lapaknya, tentu ini 
berdampak pada kemacetan lalu lintas di sekitarnya, ketidaknyamanan 
konsumen dan operasi dari para pedagang, rawan kebakaran, kemacetan di 
sekitar jalan dan menjadi elemen buruk dari kota dan wilayahnya termasuk 
mendorong kekumuhan di sekitarnya. 
Padahal perancangan strategis pengembangan pasar tradisional perlu 
dilakukan karena ini merupakan amanat dari UUD NKRI 1945 pasal 33 yang 
menyebutkan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang 
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Riauoke.com./pasar tradisional, diunduh tanggal 24 Juni 2013. 
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berpihak pada rakyat. Selaras dengan pasal 33 UUD NKRI 1945, disimpulkan 
tentang arah kebijakan ekonomi yang menyebutkan bahwa pemerintah harus 
melindungi para pengusaha kecil, menengah dan koperasi dari persaingan yang 
tidak sehat. Dalam implementasi program dan regulasi untuk pengembangan 
pasar tradisional ini menuntut peran besar dari pemerintah daerah, menurut 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa 
tanggung jawab yang paling utama dan pertama di era otonomi dalam 
menyejahterakan masyarakat berada di pundak pemerintah daerah. 
Ekonomi merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan 
suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menumbuhkan 
dan memajukan sektor ekonomi baik sektor formal maupun informal, untuk 
memperhatikan pemerataan pendapatan bagi warga negaranya. Kemajuan di 
bidang ekonomi juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan perubahan 
zaman yang terasa cepat. Apabila menengok sejarah peradaban manusia, pada 
awalnya kegiatan ekonomi berupa transaksi antara pedagang dan pembeli yang 
dilakukan secara barang tukar barang (barter) yaitu kegiatan ekonomi dengan 
melakukan transaksi barang dengan barang guna untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari. Barang tukar barang sendiri mulai ditinggalkan sejak munculnya 
mata uang yang digunakan sebagai alat ukur pembayaran baik barang maupun 
jasa. Perkembangan ekonomi sangat erat kaitannya dengan perkembangan 
zaman dengan ditandai munculnya era globalisasi yang merambah pada dunia 
bisnis dan perdagangan, dibangunlah tata kota lengkap dengan sarana dan 
fasilitas penunjang guna untuk memudah akses dalam kehidupan sehari-hari. 
Pasar salah satu sarana ekonomi yang menjadi tolak ukur dalam peningkatan 
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pendapatan ekonomi di daerah. Apabila dikhususkan ke daerah kecamatan, 
pasar satu-satunya tempat berlangsungnya transaksi ekonomi. 
Bagi rakyat Indonesia pasar tradisional itu sudah menjadi budaya yang 
tidak bisa dihilangkan. Artinya meskipun terdapat pasar modern, tetapi 
masyarakat tetap lebih memilih mengunjungi pasar tradisional. Eksistensi 
pasar tradisional itu tidak akan pudar karena itu adalah budaya. 
Tetapi ada juga pendapat bahwa munculnya pasar tradisional dan 
moderen itu adalah alat untuk membagi kelas-kelas sosial. misalnya pasar 
tradisional itu hanya untuk rakyat menengah bawah sedangkan pasar moderen 
itu untuk rakyat menengah atas, menurut saya itu salah, manusia itu dilahirkan 
memiliki derajat yang sama walaupun dengan status yang berbeda jadi tidak 
ada alasan rakyat menengah bawah tidak boleh mengunjungi pasar tradisional 
begitupun sebaliknya. 
Keberadaan Pasar Sabtu sebagai pasar tradisional yang diwariskan dari 
sistem ekonomi masa lalu telah memberikan sumbangsih besar pada 
peningkatan pendapatan asli daerah kota Gorontalo. Data yang peneliti peroleh 
melalui pengelola pasar bahwa jumlah pedagang yang ada pada pasar Sabtu 
rata-rata sebanyak 693 pedagang dengan total retribusi yang disetor tiap 
minggu sebesar Rp. 1.084.000,- dan penagihan retribusi dilakukan setelah 
aktivitas pasar berakhir.21 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo bahwa sumbangsih 
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Hasil wawancara dengan Salma Hiola (Kepala Tata Usaha Kantor Pengelola Pasar Kota 
Gorontalo) pada tanggal 12 Juni 2013.  
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retribusi pelayanan pasar menduduki urutan ketiga dalam hasil retribusi daerah kota 
Gorontalo. Sumbangsih urutan pertama dan kedua adalah retribusi penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.22 
Untuk keseluruhan pasar tradisional (delapan pasar tradisional, 
termasuk pasar sore) yang ada di Kota Gorontalo, target APBD retribusi 
pelayanan pasar pada tahun 2012 adalah sejumlah Rp. 750.000.000,- 
perolehannya ternyata mampu mencapai sebesar Rp. 1.178.585.100,- dan 
memiliki kelebihan penerimaan sebesar 428.585.100,- (157,14%). Realisasi 
penerimaan tahun 2012 sebesar Rp. 600.000.000,- Dari data ini dapat dilihat 
bahwa ada peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 
Rp. 578.585.100,- (197%). Peningkatan capaian retribusi disebabkan oleh 
beberapa faktor yaitu: (1) adanya peningkatan daya beli masyarakat sehingga 
menyebabkan terjadi peningkatan lapak-lapak pedagang dan memberikan 
implikasi pada peningkatan retribusi pasar; (2) pemerintah Kota Gorontalo 
menaikkan tarif. Menurut responden kenaikan retribusi pasar yang dilakukan 
oleh pemerintah kota Gorontalo tidak membebani mereka karena daya beli 
masyarakat juga semakin meningkat.23 
Dalam hal ini, peranan Pasar Sabtu telah memberikan sumbangan yang 
signifikan bagi pertumbuhan PAD Kota Gorontalo, yakni mencapai 15% dari 
capaian yang ditargetkan. Retribusi yang diperoleh pemerintah kota dari 347 lapak 
dalam empat tahun terakhir lebih jelasnya dapat dilihat dari histogram berikut: 
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Ibid.  
23
Ibid. Lihat pula, H. Adhan Dambea, Pemimpinan Visioner, Penggerak Perubahan di Kota 
Gorontalo (Cet. I; Jakarta: Indomedia, 2012), h. 199. 
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Histogram Penerimaan Retribusi Lapak dan Parkir 
Pasar Sabtu Kota Gorontalo Periode 2008-2012 
 
Lebih dari itu, menurut Mulyadi M, meskipun terkesan kumuh, 
keberadaan Pasar Sabtu memiliki peran signifikan bagi pertumbuhan ekonomi 
Kota Gorontalo. Sebagai komponen ekonomi lokal, selain membantu dalam 
kelancaran perputaran ekonomi kota, retribusi yang diperoleh dari lapak-lapak 
para pedagang di Pasar Sabtu dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk 
mendanai kegiatan pembangunan yang tentunya ditujukan kembali untuk 
kepentingan masyarakat. Aktivitas perdagangan di Pasar Sabtu akan 
menimbulkan permintaan barang dan jasa yang kemudian akan direspon oleh 
produsen (petani, peladang, peternak, dan produsen lainnya untuk 
menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota 
Gorontalo, sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi 
kota yang lebih mengandalkan sektor perdagangan. Apalagi, Kota Gorontalo 
tidak dapat berharap banyak pada sektor lain oleh karena sempitnya lahan 
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pertanian dan perkebunan. Peningkatan jumlah kebutuhan perumahan diakui 
telah mempersempit lahan pertanian dan perkebunan pada wilayah kota.24  
Retribusi yang dipungut pemerintah melalui aktivitas perdagangan di 
Pasar Sabtu sekaligus merupakan bagian dari belanja modal sebagai komponen 
belanja pembangunan pada pengeluaran daerah yang dialokasikan oleh 
pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan 
untuk kepentingan masyarakat. Dibangunnya berbagai fasilitas publik tersebut 
diharapkan akan memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam melakukan 
aktivitas ekonomi. Di samping itu, masyarakat juga dapat memanfaatkannya 
untuk aktivitas non ekonomi khususnya dalam melakukan aktivitas sosial 
kemasyarakatan di berbagai ruang publik yang tersedia. 
Kontribusi signifikan keberadaan Pasar Sabtu Kota Gorontalo dalam 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kota juga dipertegas oleh Haslinda 
Sulila yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai nilai  relatif dari 
perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari waktu ke waktu 
menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dari waktu ke 
waktu pula. Hal tersebut diakui bersumber dari sektor perdagangan yang dalam 
hal ini termasuk pasar tradisional seperti halnya Pasar Sabtu. Peningkatan 
pendapatan masyarakat kemudian ditunjukkan dengan peningkatan alokasi 
pendapatan untuk konsumsi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sehingga 
masyarakat Kota Gorontalo menjadi lebih sejahtera, lebih sehat, lebih 
berpendidikan sebagai Indikator Pembangunan Manusia (IPM).25 
                                                          
24
Hasil wawancara dengan Mulyadi M (Koordinator Pasar Sabtu) pada tanggal 12 Juni 2013 
di Kota Gorontalo.  
25
Hasil Wawancara dengan Haslinda Sulila (Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan) pada 
tanggal 12 Juni 2013 di Kota Gorontalo.  
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C. Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Keberadaan Pasar Sabtu Kota Gorontalo 
Pemerintah pada intinya sangat diperlukan dalam perekonomian 
terutama untuk melaksanakan fungsinya dalam mempercepat pertumbuhan 
ekonomi sehingga dapat meningkatkan standar kehidupan penduduk pada 
tingkat yang layak. Mengutip pendapat Adam Smith dalam The Wealth of 
Nation, Fuad menyebutkan empat fungsi pemerintah, yaitu (1) melindungi 
kelompok masyarakat dari pelanggaran dan invasi yang dilakukan kelompok 
masyarakat lainnya; (2) melindungi setiap anggota masyarakat dari 
ketidakadilan dan dominasi yang dilakukan anggota lain dalam masyarakat; (3) 
membentuk dan memelihara institusi publik agar memberi manfaat yang tinggi 
dan kesempatan kerja bagi masyarakat; dan (4) mengelola biaya yang 
diperlukan untuk mendukung peraturan-peraturan.26 
Mulyana juga mengungkapkan adanya tiga fungsi pemerintah, yaitu (1) 
menyusun dan memaksa aturan-aturan umum yang mengatur perilaku para 
individu dengan keterlibatan yang minimal, tanpa mengelola aktivitas individu 
tersebut baik secara langsung atau tidak langsung; (2) membeli sumber daya 
yang digunakannya dalam pasar input (bukan mengendalikan/mengatur sumber 
daya tersebut); dan (3) memproduksi barang atau jasa dengan membebankan 
secara pro rata kepada pengguna (bukan bertransaksi dengan pengguna).27  
                                                          
26
Fuad dkk., Dasar-dasar Keuangan Publik (Cet. III; Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan 
Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2005), h. 25.  
27
Mulyana dkk., Keuangan Daerah: Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD 
di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah 
(LPKPAP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2006), h. 44.   
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Sedangkan menurut Soepangat, fungsi pemerintah dapat dikelompokkan 
dalam tiga hal sebagai berikut: (1) fungsi alokasi, yakni fungsi penyediaan barang 
publik atau proses alokasi sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi 
atau barang publik dan bagaimana komposisi barang publik; (2) fungsi distribusi, 
yakni penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin 
pemerataan dan keadilan; (3) fungsi stabilisasi, yakni penggunaan kebijakan 
anggaran sebagai alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja, stabilitas 
ekonomi, dan laju pertumbuhan ekonomi, dengan memperhitungkan akibat 
kebijakan pada perdagangan dan neraca pembayaran.28  
Salah satu upaya pemerintah Kota Gorontalo dalam mengembangkan 
Pasar Sabtu adalah melalui pencanangan program bantuan bagi para pedagang 
berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah dimulai sejak November 2007. 
Kredit tersebut diberikan dalam bentuk modal kerja dan investasi yang 
didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Meskipun KUR 
merupakan program yang dicanangkan pemerintah, namun sumber dananya 
berasal sepenuhnya dari perbankan. Para pedagang Pasar Sabtu Kota Gorontalo 
yang tergolong ke dalam Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi 
(UMKM-K) yang dimaksud adalah usaha produktif yang layak, yakni jika hasil 
usahanya diperkirakan mampu untuk membayar pokok pinjaman dan bunga 
sampai lunas atau usaha yang sudah berjalan namun masih mempunyai 
keterbatasan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank.29 
                                                          
28
Soepangat dkk., Pengantar Ilmu Keuangan Negara (Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 1991), h. 33-34.  
29
Hasil wawancara dengan H. Hermanto Saleh (Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota 
Gorontalo) pada tanggal 12 Juni 2013 di Kota Gorontalo.  
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Sebagaimana yang diungkapkan oleh Teddy Lesmana, tujuan 
diluncurkannya KUR adalah: (1) Mempercepat pengembangan sektor riil dan 
pemberdayaan UMKM; (2) Meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan 
koperasi; (3) Menanggulangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.30 
Pasar tradisional dipastikan dapat saja mati oleh karena imbas negatif 
dari persaingannya dengan industri, seperti pendirian supermarket dan 
minimarket waralaba yang sangat inklusif bahkan sampai ke pedesaan. Dalam 
konteks ini, kalaupun pemerintah mau mencanangkan program revitalisasi 
pasar tradisional, maka yang jadi fokus seharusnya bukanlah persoalan fisik 
saja. Selama ini, pemerintah mengatakan pro terhadap pasar tradisional maka 
yang dilakukan adalah membangun pasar, dari aspek fisiknya. 
Meskipun pedagang dapat mengantisipasi perubahan perilaku 
konsumen, tapi tetap dibutuhkan peranan fasilitator. Bagaimana memperkuat 
posisi pedagang, itu yang penting. Pengelola pasar tradisional, misalnya, 
mampu memberikan arahan kepada pedagang untuk meningkatkan daya saing. 
Daya saing tidak selalu mengarah pada harga, tapi dapat pula pada layanan 
penjualan, seperti keramahan atau kebersihan lokasi dagang. Apalagi jika 
pengetahuan pedagang pasar tradisional belum menyentuh trend permintaan 
pasar. Stimulasi daya saing dilakukan bukan hanya oleh pemerintah, melainkan 
juga oleh pengelola pasar tradisional. 
 Dengan semakin banyaknya pasar-pasar modern yang ada pada zaman 
sekarang ini. Itu semua bisa kita atasi salah satunya dengan cara lebih 
                                                          
30
Teddy Lesmana (pen.), Peran Intermediasi Perbankan dalam Pemberdayaan UMKM (Cet. 
I; Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2008), h. 202.  
76 
 
memperhatikan keadaan pasar tradisonal, baik itu dari lingkungannya atau pun 
dengan cara membatasi pembuatan pasar modern, letak pasar juga jangan 
berdekatan, dan sedapat mungkin pasar tradisional harus dibentuk serapi dan 
seindah mungkin agar bisa menarik perhatian para pembeli. Sehingga pasar 
tradisonal tetap bisa bertahan di era yang sudah modern seperti sekarang ini. 
 Perlu adanya rekomendasi kebijakan dalam rangka menjamin 
berkembangnya pasar tradisional untuk upaya peningkatan daya saing pasar 
tradisional. Hal ini melibatkan beberapa strategi antara lain: (1) perbaikan 
infrastruktur yang mencakup terjaminnya kesehatan yang layak, kebersihan yang 
memadai, cahaya yang cukup dan keseluruhan kenyamanan pasar. Pengelola 
pasar harus secara konsisten melakukan koordinasi dengan para pedagang untuk 
mencapai pengelolaan pasar yang lebih baik. Usaha bersama (dalam bentuk 
perjanjian kerja) antara pemerintah daerah dan sektor swasta juga dapat menjadi 
solusi terbaik untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional.  
 (2) Pemerintah daerah seharusnya mengorganisasikan para Pedagang 
Kaki Lima (PKL), baik dengan menyediakan kios di dalam pasar atau dengan 
menegakkan aturan yang melarang mereka membangun lapaknya di sekitar 
pasar. Hal yang juga amat penting adalah bahwa para PKL tidak diperkenankan 
untuk berjualan di pintu masuk pasar sehingga menghalangi akses ke dalam 
pasar; (3) berkaitan dengan para pedagang sendiri. Kebanyakan pedagang tidak 
memiliki pilihan kecuali harus membayar tunai kepada para pemasok dan 
menggunakan modal sendiri untuk kegiatan bisnisnya. Mengingat tidak 
lazimnya penyediaan jaminan bagi sebuah usaha, maka para pedagang menjadi 
kelompok yang rentan terhadap setiap guncangan kecil sekalipun. Oleh karena 
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itu, upaya mengkaji jenis asuransi yang cocok bagi para pedagang menjadi 
penting artinya dan membantu mereka bila membutuhkan modal tambahan 
untuk pendanaan perluasan usahanya. 
 (4) Perlu adanya kebijakan yang menyeluruh mengenai pasar modern, 
termasuk peraturan untuk isu- isu seperti hak dan tanggung jawab pengelola 
pasar dan pemerintah daerah, serta sanksi kepada mereka yang melanggar 
peraturan. Demi menjamin persaingan yang sehat antara pedagang pasar 
tradisional dan peritel modern, pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu 
memiliki mekanisme kontrol dan pemantauan untuk menjaga agar arena 
persaingan tetap adil.31 
 Dalam kaitan itu pula, retribusi sebagai pajak yang dikenakan terhadap 
para pedagang di Pasar Sabtu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk 
menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ketiga fungsi tersebut 
sekaligus memuat banyak kebijakan daerah terhadap para pedagang guna 
menjaga mekanisme pasar atau transaksi ekonomi tetap berjalan lancar. 
 Dalam hal manajemen pasar tradisional, berdasarkan wawancara penulis 
dengan Marwan Mursidi selaku Kepala Bidan Pendapatan Kota Gorontalo, 
dikatakan bahwa ada sejumlah pihak yang terlibat dalam pengelolaannya, 
antara lain adalah: 
1. Dinas Pasar, dinas yang bertugas mengelola semua aktivitas pasar agar 
dapat berjalan dengan baik. Aktivitas yang dimaksud antara lain 
transaksi jual beli, perawatan fasilitas pasar, dan pengembangan areal 
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Kuncoro dan Mudrajat, Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik, Ed. V 
(Yogyakarta: Erlangga, 2010), h. 52.  
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pasar. Dinas pasar merupakan bagian dari pemerintah kota/kabupaten 
yang bertanggungjawab kepada kepala pemerintah daerah yang 
bersangkutan. 32  Namun dalam kenyataannya, berdasarkan pengakuan 
Yamin Ishak, salah seorang informan (pedagang Pasar Sabtu), 
mengatakan bahwa dinas terkait tidak pernah berupaya memajukan 
pasar dan merawat pasar. Setiap kali ada aspirasi dari para pedagang, 
mereka hanya bisa berjanji untuk menindaklanjuti karena otoritas 
kebijakan ada di tangan walikota. Sementara kepala daerah tentunya 
memiliki banyak pekerjaan sehingga tidak dapat secara cepat 
mengeluarkan kebijakan untuk menyikapi tuntutan dari para pedagang. 
Lemahnya kinerja dinas pasar dapat dilihat dari buruknya interior Pasar 
Sabtu, tetap semrawut, dan tidak memiliki nilai estetis.33 
 Ironisnya, sering tidak ada kesesuaian kebijakan antara kepala 
dinas pasar yang satu dengan kepala dinas pasar berikutnya. Dengan 
kata lain, kebijakan yang ada sering tidak berkesinambungan. Misalnya, 
kepala dinas A membolehkan penambahan jumlah pedagang dengan 
menambah jumlah lapak sehingga banyak bermunculan pedagang baru. 
Ketika kepala dinas berganti menjadi B, tiba-tiba dikeluarkan larangan 
atau pembatasan jumlah lapak. Kondisi itu menimbulkan korban bagi 
rakyat ekonomi kecil yang sebelumnya telah menaruh harapan mencari 
nafkah di Pasar Sabtu.34 
                                                          
32
Hasil wawancara dengan Marwan Mursidi (Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD Kota 
Gorontalo) pada tanggal 12 Juni 2013 di Kota Gorontalo.  
33
Hasil wawancara dengan Yamin Ishak (Pedagang Pasar Sabtu) pada tanggal 15 Juni 2013 di 
Kota Gorontalo. 
34
Hasil wawancara dengan Ramdan Ahmad (Pedagang Pasar Sabtu) pada tanggal 22 Juni 
2013 di Kota Gorontalo. 
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Seharusnya pengelolaan pasar diserahkan pada para pedagang 
yang tergabung dalam paguyuban komunitas pasar atau koperasi 
pasar. Hal itu karena yang paling mengetahui kondisi dan 
keinginan pedagang adalah pedagang itu sendiri. Dalam suatu 
komunitas pasar tidak semuanya berpendidikan dan berwawasan 
rendah, pasti ada di antara kami yang berpendidikan baik, 
memiliki kemampuan manajerial, mampu berkomunikasi, dan 
memiliki kemampuan menjembatani keinginan para pedagang. Hal 
itu juga untuk membebaskan pengelola Pasar Sabtu melakukan 
kreasi dan inovasi demi kemajuan pasar yang tidak harus terhalang 
dengan birokrasi.35 
2. Dinas Perparkiran, dinas yang bertugas menggali sumber pendapatan 
untuk daerah dari parkir kendaraan bermotor masyarakat. Salah satu 
lokasi yang menyumbang dana parkir terbesar adalah pasar. Setiap hari 
ratusan pengunjung dengan berkendaraan berdatangan yang semuanya 
diwajibkan membayar uang parkir.  
3. Dinas Perhubungan, dinas yang berperan dalam memasang rambu-
rambu lalu lintas agar pasar, terutama yang dilewati jalan umum tidak 
macet. Tujuan pemasangan rambu di sekitar pasar adalah untuk tetap 
menjaga kelancaran arus lalu lintas menuju dan keluar pasar. Namun 
disayangkan, berdasarkan pernyataan Karni Ahmad, bahwa pengaturan 
lalu lintas dan pemasangan rambu di Pasar Sabtu belum dilakukan 
sehingga arus lalu lintas di sekitar pasar sangat macet. Penataan lahan 
parkir yang belum baik banyak memicu kemacetan lalu lintas, belum 
lagi ditambah dengan para pengendara khususnya bentor yang 
menaikkan atau menurunkan penumpang secara sembarangan.36 
                                                          
35
Hasil wawancara dengan Masni Podungge (Pedagang Pasar Sabtu) pada tanggal 22 Juni 
2013 di Kota Gorontalo.  
36
Hasil wawancara dengan Karni Ahmad (Pedagang Pasar Sabtu) pada tanggal 22 Juni 2013 
di Kota Gorontalo.  
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4. Dinas Pekerjaan Umum, dinas yang bertugas membangun jalan atau 
akses menuju pasar. 
5. Dinas Kebersihan, dinas yang memiliki peran besar untuk menciptakan 
pasar yang bersih dan nyaman. Untuk itu maka semua pedagang 
berkewajiban membayar uang kebersihan. Namun menurut Rajak Pohontu, 
biasanya dinas ini hanya mengumpul sampah yang sudah terkumpul di 
tempat sampah dan tidak peduli dengan sampah yang bertebaran di areal 
pasar atau saluran air yang mampet karena tersumbat sampah.37 
6. Polisi Lalu Lintas, yang bertugas menjalankan fungsi rambu-rambu lalu 
lintas dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya.  
Semua pihak-pihak terkait sedianya berkoordinasi dengan baik dalam 
rangka menjaga eksistensi pasar tradisional. Pasar tradisional yang umumnya 
berada di bawah pembinaan pemerintah daerah harus dijaga dan dibenahi. 
Pembenahan tidak hanya pada penampilan fisik atau penataan lapak-lapak 
yang ada, tetapi pada semua aspek yang selama ini menghambat kemajuan 
aktivitas ekonomi pasar tradisional. Di antaranya adalah pembenahan 
pengelolaan atau manajemen yang seharusnya lebih profesional, meninjau 
kembali retribusi yang mungkin memberatkan, tidak mengeksploitasi pasar 
tradisional dengan pemungutan retribusi tanpa aturan yang jelas, peduli pada 
upaya-upaya perbaikan fasilitas. Pasar tradisional juga perlu dibersihkan dari 
preman-preman yang ikut-ikutan menarik pungutan liar dan parkir-parkir liar 
yang memperburuk kenyamanan konsumen untuk berbelanja. 
                                                          
37
Hasil wawancara dengan Rajak Pohontu (Pedagang Pasar Sabtu) pada tanggal 22 Juni 2013 
di Kota Gorontalo.  
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Pasar tradisional merupakan tempat menilai tingkat perekonomian 
masyarakat di desa kecamatan, dan seyogyanya kesejahteraan masyarakat 
merupakan tingkat tertinggi keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya sebagai aparatur yang bekerja untuk rakyat. Dalam 
pembangunan dan pengembangan pasar tradisional di daerah-daerah 
kecamatan, adapun faktor yang menjadi penimbang yaitu pengukuran jumlah 
penduduk untuk mengetahui substansi kebutuhan masyarakat setempat, agar 
pembangunan sarana pasar sesuia dengan kebutuhan penduduk.  
Tujuan utama pelaksanaan pengembangan pasar tradisional adalah 
menciptakan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya dalam mencapai hal 
tersebut dengan mengembangkan pasar tradisional yang mulai tidak layak 
digunakan karena pengembangan adalah awal dari pemberdayaan sarana 
fasilitas pemerintah dan masyarakat. Jika masyarakat makin merasa puas 
dengan tindakan pengembangan pasar yang dilakukan pemerintah daerah maka 
masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada pemerintah, begitupun 
sebaliknya pemberdayaan fasilitas sarana ekonomi khususnya pasar tradisional 
merupakan salah satu pilar dalam terciptanya good governance.  
Peran pemerintah daerah merupakan hal mutlak yang menjadi tolak ukur 
berlangsungnya pembangunan pasar tradisional, karena dalam paradigmag 
good governance pemerintah daerah punya peran penting dalam membangun 
daerahnya. Pasar tradisional dalam sebuah daerah merupakan sarana yang 
menjadi tolak ukur mutlak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
khususnya di daerah-daerah kecamatan yang jauh dari pusat kota yang 
perkembangan ekonomi masyarakatnya melonjak dengan cepat. 
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Strategi pengembangan potensi ekonomi daerah ini harus dibuat 
berdasarkan peluang serta potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dengan 
menonjolkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh suatu daerah dan 
kebijakan-kebijakan pemerintah setempat yang ramah terhadap dunia usaha. 
Dengan pengelolaan yang baik dan profesional, tentunya akan 
berdampak positif bagi perekonomian di daerah, yaitu dengan semakin 
banyaknya usaha-usaha baru yang berdiri, tenaga kerja yang semakin mudah 
terserap, pendapatan asli daerah semakin bertambah, dan meningkatnya indeks 
perekonomian daerah. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya serta hasil penelitian yang 
penulis temukan pada objek penelitian ini, maka disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pasar tradisional merupakan wadah utama penjualan produk-produk 
kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala 
menengah kecil serta mikro. Mereka adalah para petani, nelayan, pengrajin 
dan industri rakyat yang sangat menyandarkan hidupnya kepada pasar 
tradisional. Meskipun harus bersaing dengan pasar modern, pasar 
tradisional masih tetap menjadi salah satu segmen ekonomi yang sangat 
diandalkan oleh suatu daerah. Bahkan terdapat daerah-daerah tertentu yang 
dikenal oleh karena keberadaan pasar tradisionalnya. Pemerintah daerah 
yang masih memiliki masyarakat dengan daya beli yang rendah sangat 
mengandalkan keberadaan pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan 
pokok dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, keberadaan pasar 
tradisional menjadi salah satu bagian yang ikut mempengaruhi perputaran 
roda perekonomian suatu daerah melalui pajak yang bersumber dari 
retribusi lapak pedagang dan pungutan parkirnya.   
2. Pasar Sabtu yang terletak di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo 
memiliki peran signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota 
Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah PAD Kota 
Gorontalo setiap tahunnya yang diperoleh dari retribusi pelayanan pasar, 
dan dari 40 % retribusi pelayanan pasar tersebut, Pasar Sabtu menyumbang 
15 % terhadap penambahan jumlah PAD Kota Gorontalo. Peningkatan 
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capaian retribusi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (a) adanya 
peningkatan daya beli masyarakat sehingga menyebabkan terjadi 
peningkatan lapak-lapak pedagang dan memberikan implikasi pada 
peningkatan retribusi pasar; (b) pemerintah Kota Gorontalo menaikkan 
tarif yang tetap tidak membebani pedagang oleh karena daya beli 
masyarakat yang juga semakin meningkat.  
3. Keterbatasan lahan pertanian dan perkebunan di wilayah kota menjadikan 
pemerintah Kota Gorontalo sangat mengandalkan sektor perdagangan dan 
jasa dalam meningkatkan PAD. Beberapa upaya Pemerintah Kota Gorontalo 
dalam mengembangkan dan mempertahankan keberadaan Pasar Sabtu Kota 
Gorontalo antara lain adalah: (1) menjaga kenaikan tarif retribusi agar tetap 
dalam standar kemampuan pedagang; (2) meningkatkan produksi industri 
rakyat dan peternakan yang menjadi produsen pasar; (3) mempermudah 
perizinan penambahan lapak pedagang; (4) peningkatan kinerja pengelola 
pasar; (5) melibatkan instansi terkait yang bertanggungjawab terhadap 
perbaikan infrastruktur pasar; (6) menjaga lingkungan pasar agar tetap 
kondusif dan nyaman bagi pedagang dan konsumen; (7) senantiasa 
memonitorin fluktuasi kenaikan harga barang; dan  (8) membantu pedagang 
melalui pengucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR). 
B. Saran-saran  
1. Persaingan usaha antara pasar modern dan pasar tradisional memang penuh 
dinamika. oleh karena itu memerlukan upaya dalam meningkatkan 
eksistensi pasar tradisional antara lain: revitalisasi pasar tradisional, 
pembatasan komoditas barang dari pasar modern untuk menjaga daya 
saing pasar tradisional serta regulasi zoning dengan pertimbangan 
85 
 
ekonomi. Dengan adanya upaya yang baik serta komitmen yang jelas dari 
pihak pemegang kebijakan, pengelola pasar, pihak swasta dan pelaku 
usaha/pedagang maka persaingan pasar modern dan pasar tradisional tidak 
harus mematikan. Dengan alas an ekonomi dan sosial yang unik dan beda 
pada pasar tradisional. 
2. Seiring dengan meningkatnya persaingan di bisnis ritel, ada beberapa hal 
yang harus menjadi landasan bagi pemerintah Kota Gorontalo selaku 
pembuat kebijakan guna menjaga kelangsungan hidup pasar tradisional 
selain dari kebijakan pemerintah yang bersifat regulasi, antara lain: (a) 
memperbaiki sarana dan prasarana pasar tradisional. Masalah keterbatasan 
dana sedianya dapat diatasi dengan melakukan kerjasama dengan pihak 
swasta. Konsep penataan pasar pun harus diperhatikan sehingga 
permasalahan seperti lapak yang tidak sesuai dengan keinginan penjual dan 
pembeli dan kurangnya sarana kebersihan tidak terulang kembali; (b) 
melakukan pembenahan total pada manajemen pasar. Sepatutnya, kepala 
pasar yang ditunjuk memiliki kemampuan dan kepandaian manajerial; (c) 
melaksanakan program pendampingan pasar, penataan dan pembinaan 
pasar serta optimalisasi pemanfaatan lahan pasar. 
3. Dalam rangka ikut berperan menjaga eksistensi pasar tradisional, para 
pedagang Pasar Sabtu Kota Gorontalo perlu mempertahankan modal sosial 
yang tercipta oleh adanya tradisi dalam kehidupan berusaha di lingkungan 
pasar tradisional yang menjadi dasar acuan bertindak para pedagang dalam 
berjualan sehari-hari. Modal sosial tersebut antara lain usaha dalam  
memelihara nilai dan norma kejujuran, saling mempercayai, kerjasama 
pedagang kepada konsumen maupun kepada sesama pedagang di pasar.  
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